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ABSTRAK

Nama : Melama Desfiana Artiani
Program Studi: Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Gugatan Pembatalan Adopsi

(Analisis Putusan Nomor: 500 / Pdt.G / 1999 / PN.Jak.Sel dan
Putusan Nomor: 47 / PdtG / 2003 / PN.Jak.Sel

Dua putusan pengadilan mengenai pengajuan pembatalan adopsi menimbulkan 
permasalahan. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi, menimbulkan 
permasalahan mengenai kedudukan dari anak yang sebenarnya merupakan cucu 
dari orang tua angkatnya. Di lain pihak, dikabulkannya pembatalan adopsi 
menimbulkan permasalahan mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari anak 
angkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan 
menggunakan data sekunder dengan didukung pula oleh data primer. Ditolaknya 
gugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga. 
Dikabulkannya pembatalan adopsi berakibat hak-hak yang telah diperolehnya 
tetap menjadi milik anak angkat. Sedangkan sejak putusan pembatalan adopsi ia 
tidak berhak lagi atas hak-hak yang seharusnya diterima jika ia tetap sebagai anak 
angkat. Perlu ditambahkan di dalam aturan yang ada mengenai larangan adopsi 
atas keturunan sendiri dan pembatalan adopsi.

Kata kunci: 
Pembatalan adopsi
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ABSTRACT

Name
Program of Study

: Melania Desfiana Artiani 
: Magister of Notary

Title : Judiciary Review for a Claim of Adoption Cancellation 
(Analysis for Court Decision Number : 500 / Pdt.G / 1999 
PN.Jak.Sel and Court Decision Number : 47 / Pdt.G / 
2003 / PN.Jak.Sel)

Two decision courts regarding a claim for the adoption cancellation may cause a 
problem. The refusal for the claim adoption cancellation by the court decision 
may cause a problem regarding the position of an adopted child who actually is 
the granddaughter of fosters parents. In the other hand, the court decision to 
accept the claim for adoption cancellation may cause a problem regarding the 
rights that have been obtained by the adopted child. The method of research used 
in this thesis is library research using secondary data which is supported by the 
primary data. The refusal of the claim for the adoption cancellation results in the 
confusion of a family tree. The acceptance of the claim of the adoption 
cancellation makes the rights that have already been obtained are still belong to 
the adopted child. However as of the court decision she is not entitled any rights 
that supposed to be owned if she is still the adopted child. The prevailing 
regulation shall be added with the provision regarding the prohibition for the 
adoption of a direct descendant as well as the provision of cancellation of 
adoption.

Keywords:
Cancellation of Adoption
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu upaya dalam 
meneruskan keturunan bagi pasangan suami isteri yang tidak dapat menghasilkan 
keturunan. Dalam perkembangannya tujuan adopsi telah mengalami 
perkembangan, dimana tujuan adopsi tidak hanya meneruskan keturunan 
melainkan juga demi kepentingan anak tersebut, misalnya agar anak yang 
diangkat mendapat pendidikan dan penghidupan yang baik, karena belas kasihan 
kepada anak tersebut karena tidak terurus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan adopsi 
adalah memiliki arti pengakuan anak orang lain sebagai anak sendiri dan sah 
secara hukum.1 Adopsi adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang 
melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.2 Pengertian 
mengenai pengangkatan anak juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP No 54/2007”) yaitu 

di dalam Pasal 1 angka 1, sebagai berikut:
“...Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan 

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain 
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 
tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat...”

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gitamedia Press), hal. 18.
2 Muderis Zaini¿tdopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, cet. 5, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), hal. 18.
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Pengaturan mengenai pengangkatan anak masih belum mencukupi, namun 

beberapa sumber hukum digunakan oleh hakim sebagai rujukan dalam 

menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam pengangkatan anak, 

seperti3 :

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatu 

masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat 

keturunan Tionghoa.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 

7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum 

mengajukan permohonan pengesahan dan / atau permohonan 

pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

3. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nom or 2 

Tahun 1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

4. Keputusan Menteri Sosial RspubVlk Indonesia N om or

^  'VvVLYviYvY'P A/]]/ ] )H4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan

Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.

5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 O ktober 

2002 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah N om or

3 Ibid., hal. 52-53.
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54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku 
sejak tanggal 3 Oktober 2007.

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengakatan Anak, berlaku mulai 8 
Februari 2005 setelah teijadinya bencana alam gempa bumi dan 
gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam 
Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang 
mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penentapan 
pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap.

Pengangkatan anak dapat berupa pengangkatan anak antar Warga Negara 
Indonesia atau pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara 
Asing, atau pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara 
Indonesia. Ketiga jenis pengangkatan anak tersebut diatur di dalam PP No. 
54/2007. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 8 
PP No 54/2007 dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara langsnng atau melalui 
lembaga pengasuhan anak.

Dalam Bab II Pasal 10 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129, adopsi hanya 
teijadi dengan akta notaris. Namun demikian dengan berlakunya Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No
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54/2007, maka pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. 

Adopsi mengakibatkan anak tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sam a 

dengan anak-anak yang merupakan keturunan sendiri dari orang tua yang 

mengangkatnya, termasuk hak untuk mewaris apabila orangtua angkat tersebut 

meninggal dunia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 

No 23/2002”) Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“ ...Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang 

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”

Tujuan pengangkatan anak menurut pasal tersebut adalah untuk 

kepentingan anak tersebut. Pengangkatan anak menurut Pasal 39 ayat 2 UU No 

23/2002 tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua 

biologisnya. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengangkatan anak oleh calon 

orangtua angkat ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan dimana pem ohon 

berdomisili. Setelah diperoleh penetapan pengadilan, dilanjutkan dengan 

mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta 

kelahiran anak yans* Hak dan kewajiban antara orang tua angkat

dan anak angkat demi hukum lahir sejak tanggal pengangkatan anak ditetapkan 

oleh pengadilan. Hak dan pemeliharaan anak tersebut beralih dari orangtua 

kandung kepada orang tua angkat. Segala hak dan kewajiban anak angkat 

dipersamakan dengan anak kandung.

4 H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan A nak di 
Indonesia, (Jakarta: Rajawai Pers, 2008), hal.87.
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Permasalahan timbul apabila dikemudian hari, orangtua angkat mengajukan 
gugatan pembatalan adopsi. Pembatalan adopsi dalam SEMA Nomor 6 Tahun 
1983, UU No 23/2002 dan PP No 54/2007 tidak diatur, namun dalam Bab II Pasal 
15 ayat 1 Staatsblad 1917 No 129, pembatalan dapat dilakukan dengan 
persetujuan. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan anak dapat 
dinyatakan batal apabila bertentangan dengan Pasal-pasal 5,6,7,8,9 atau pasal 10 
ayat (2) dan ayat (3) dari Staatsblad 1917 No 129.

Kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini, adalah gugatan pembatalan 
adopsi yang diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 
500/Pdt.G/l999/PN.JAK.SEL dan gugatan pembatalan adopsi yang diputus 
dengan putusan pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. Adapun kasus 
yang diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/l999/PN.JAK.SEL 
adalah mengenai gugatan pembatalan adopsi yang diajukan oleh orangtua angkat 
atas adopsi yang dilakukannya terhadap cucunya sebagai anak angkat dikarenakan 
orangtua kandung anak tersebut masih sangat muda dan masih menuntut ilmu, 
sehingga pengawasan dan pendidikan atas anak tersebut kurang diperhatikan. 
Tujuan dari adopsi itu sendiri adalah untuk kepentingan pendidikan, perawatan 
dan kasih sayang terhadap anak tersebut, namun demikian orang tua angkat 
tersebut mengajukan gugatan pembatalan adopsi dikarenakan anak tersebut telah 
mendekati usia dewasa dan anak tersebut telah menyadari dan mengetahui ibu 
kandungnya. Orangtua angkat tersebut juga menyadari bahwa adopsi yang 
dilakukannya bertentangan dengan prinsip hukum adopsi karena yang diadopsi 
adalah cucu sendiri, dan dengan pertimbangan bahwa ibu kandung anak tersebut 
telah memiliki kehidupan yang mapan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut maka orang tua angkat mengajukan gugatan pembatalan adopsi. Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa gugatan pembatalan 
adopsi tidak dapat diterima sebab pada hakekatnya pengangkatan anak tidak dapat
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dibatalkan apapun alasannya serta tidak terlihat kepentingan hukum penggugat 

atas pembatalan tersebut. Ditolaknya gugatan permohonan pembatalan tersebut 

mengakibatkan, kedudukan orangtua angkat dan anak angkat beserta hak dan 

kewajibannya yang timbul, tetap dalam keadaan semula, yaitu hubungan orangtua 

dan anak; sedangkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua 

kandungnya berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No 23/2002 tidak hapus.

Kasus yang diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 

47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel adalah mengenai gugatan pembatalan adopsi oleh 

orangtua angkat kepada anak angkatnya dikarenakan perilaku anak angkat yang 

sangat tidak terpuji dan senantiasa melawan serta membantah kehendak baik 

orangtua angkatnya. Anak tersebut seringkali terlibat pertengkaran dan 

perselisihan yang meretakkan hubungan cinta kasih antara orangtua angkat 

dengan anak tersebut. Selain itu anak tersebut menyatakan memutuskan hubungan 

dengan orangtua angkatnya dalam suatu surat pernyataan yang ditandatanganinya 

dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

memutuskan bahwa gugatan pembatalan adopsi dapat diterima dengan alasan 

ketersiksaan lahir dan batin terus menerus dari orangtua angkat terhadap sikap 

anaknya serta adanya surat pernyataan dari anak tersebut untuk memutuskan 

hubungannya dengan orangtua angkatnya.

B. Pokok Permasalahan

Gugatan pembatalan adopsi sebagaimana dimaksud dalam kedua kasus 

diatas menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak yang merupakan cucu dari orangtua angkat 

dalam kasus ditolaknya gugatan pembatalan adopsi?
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2. Bagaimana dengan status mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari 
anak angkat sehubungan dengan dibatalkannya adopsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini meliputi jenis 
penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data. Jenis 
penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang akan 
dilakukan secara normatif yuridis dan penelitian empiris. Penelitian normatif 
dilakukan dengan menganalisa ketentuan mengenai pengangkatan anak atau 
adopsi menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, UU 
No 23/2002 beserta PP No. 54/2007, kedudukan orang tua angkat dan orang tua 
kandung, serta hak-hak dan kewajiban anak angkat menurut Staatsblad 1917 
Nomor 129, UU No 23/2002 beserta PP No. 54/2007. Penelitian empiris 
dilakukan untuk mengkaji akibat hukum dari gugatan pembatalan adopsi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, ditinjau 
dari sudut ilmu yang dipergunakan adalah tipe penelitian mono disipliner, dimana 
penelitian ini didasarkan hanya pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data penelitian adalah kepustakaan sehingga alat pengumpul data 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah data data sekunder, yang terdiri dari 
bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; 
bahan sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang 
berupa berupa buku-buku, artikel dalam koran, majalah dan internet; bahan tertier 
yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan 
sekunder yang telah diuraikan sebelumnya, dimana dalam hal ini data tertier yang 
digunakan berupa kamus dan ensiklopedia. Data sekunder yang digunakan dalam
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penulisan ini juga didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dengan melakukan wawancara langsung dengan panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 

meneliti dan mempelajari obyek penelitian yang utuh.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis akan terbagi atas beberapa bab dan kemudian tiap-tiap bab 

dibagi menjadi beberapa sub bab, dimana Bab I tentang Pendahuluan memuat 

tentang latar belakang penulisan dan permsalahan sehingga berdasarkan hal 

tersebut, dapat dirumuskan pokok-pokok pembahasan atas permasalahan yang 

ada. Bab ini juga memuat metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

tesis ini, serta sistematika penulisan yang menguraikan tiap-tiap bab secara 

ringkas. Bab II mengenai Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Adopsi membahas 

mengenai pengertian adopsi, hak-hak dan kewajiban anak angkat sertu 

pembatalan adopsi menurut peratu ran  perundang-undangan yang berlaku. Bab III 

tentang Analisa Hukum atas Gugatan Pembatalan Adopsi ; Putusan Pengadilan 

Nomor 500/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL dan Putusan Pengadilan Nomor : 

47/Pdt.G/2003/PN. Jak.Sel, memuat analisa hukum atas Putusan Pengadilan 

Nomor 500 / Pdt.G / 1999 / PN.JAK.SEL dan Putusan Pengadilan Nomor : 47 / 

P d t . G / 2003 / PN. Jak.Sel, termasuk didalamnya memuat pembahasan mengenai 

kedudukan anak angkat dalam kasus ditolaknya gugatan pembatalan adopsi dan 

status atas hak-hak yang telah diperoleh dari anak angkat sehubungan dengan 

dibatalkannya adopsi. Bab IV tentang Penutup yang merupakan bab terakhir dari 

penulisan tesis memuat kesimpulan secara keseluruhan atas permasalahan yang 

ditimbulkan akibat pembatalan adopsi serta memuat saran-saran.
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BAB n

TINJAUAN YURIDIS ATAS 

PEMBATALAN ADOPSI

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membentuk keluarga ini, merupakan 
keinginan setiap pasangan suami isteri untuk memperoleh keturunan berupa anak. 
Namun demikian karena alasan-alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak 
selalu dapat dicapai oleh setiap pasangan suami isteri. Salah satu cara untuk 
memperoleh anak yang tidak dapat diperoleh secara alami adalah melalui adopsi 
atau pengangkatan anak.

A. Pengertian Adopsi

Adopsi memiliki definisi bermacam-macam. Definisi adopsi menurut 
Ensiklopedia Umum merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara 
orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya 
adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak 
bagi orangtua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu adalah 
bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang 
sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon 
orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin 
kesejahteraan bagi anak.5 Definisi mengenai pengangkatan anak juga dimasukkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adopsi dalam Kamus Besar Bahasa

5 Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, cet 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), hal. 5.
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Indonesia memiliki arti pengakuan anak orang lain sebagai anak sendiri dan sah 

secara hukum6. Sedangkan pengertian adopsi di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No 54/2007) 

yaitu di dalam Pasal 1 angka 1, sebagai berikut:

“ ...Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan 

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat...”

Dari berbagai macam definisi yang telah disebutkan diatas, maka pihak-pihak 

yang selalu ada dalam pengangkatan anak yaitu :

1. Adoptan

2. Adoptandus

Pengertian mengenai adopsi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”). Hal ini disebabkan karena 

pemikiran yang ada pada pembuat undang-undang pada masa pemerintah Hindia 

Belanda, adalah Vrahwa adopsi merupakan hubungan semu yang hanya meniru 

hubungan orang tua dan anak7. Namun karena adopsi merupakan budaya hidup 

dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan 

yang mengatur adopsi yaitu Staatsblad 1917 Nomor 129. Staatsblad 1917 Nomor 

129 merupakan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka ragam. 

Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak 

angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gitamedia Press), hal. 18
7 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, cet. 2, (Jakarta:
PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 201.
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ke warisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial 

kemasyarakatan8. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum hukum adat 

dikenal istilah terang dan tunai. Pengertian terang dalam kaitannya dengan 

hukum adat menurut Surojo Wignjosipuro berarti adopsi wajib dilakukan dengan 

upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat, sedangkan tunai berarti 

perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat 

terjadinya acara pengangkatan anak secara terang tersebut9. Status dan kedudukan 

anak angkat dalam sistem hukum adat suatu daerah dengan daerah lainnya 

berbeda-beda. Di beberapa masyarakat adat tertentu seperti di Bali, menganut 

prinsip bahwa perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang 

melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri 

dengan memasukkan anak ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak 

tersebut berkedudukan anak kandung10, sehingga dalam hal pewarisan anak 

tersebut tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Pada masyarakat adat 

Jaw a dan Sunda, pengangkatan anak tidak mengakibatkan hubungan antara anak 

tersebut dengan orang tua kandungnya terputus, sehingga dalam hal pewarisan 

anak tersebut berhak memperoleh warisan baik dari orang tua angkatnya maupun 

dari orang tua kandungnya.

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang 

mempunyai akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1917 Nomor 

129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orang tua angkat dan 

putusnya hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya. Larangan 

pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung didasarkan

8Ahm ad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 
(Jakarta: Rajawai Pers, 2008), hal. 32.
9Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 29.
10M uderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), hal. 48
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pada firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 11. Hubungan hukum 

antara orang tua angkat dengan anak angkat menurut Hukum Islam adalah 

hubungan hukum antara orang tua tua asuh dengan anak asuh.

Untuk mengatasi masalah pluralitas hukum yang berlaku dalam lapangan 

hukum perdata di Indonesia termasuk masalah pengangkatan anak, dikeluarkan 

beberapa peraturan yang mengatur masalah pengangkatan anak seperti :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “SEMA”) Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 

7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak;

2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 

Pengangkatan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut “UU No. 

23/2002”) tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Taliun 2007 (selanjutnya disebut 

“PP No. 54/2007”) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

4. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengakatan Anak, berlaku mulai 8 

Februari 2005 setelah teijadinya bencana alam gempa bumi dan 

gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias;

5. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20

“ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 
(Jakarta: Rajawai Pers, 2008), hal. 112.
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mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan 
asal-usul seorang anak; dan

6. Penentapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam; beberapa 
Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap.

Pengertian mengenai adoptan, adoptandus, perbuatan hukum dan status 
anak angkat menjadi anak kandung akan dibahas dibawah ini berdasarkan 
Staatsblad 1917 Nomor 129, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan UU Nomor 23 
Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 54 Tahun 2007. 
Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak termasuk persyaratan 
mengenai adoptan dan adoptandus menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan UU 
No. 23/2002 juncto PP No. 54/2007 terbagi menjadi:

1. prosedur permohonan dan persayaratan pengangkatan anak antar Warga 
Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”);

2. prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara 
Asing (selanjutnya disebut “WNA”) oleh orang tua angkat WNI;

3. prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak WNI oleh 
orang tua angkat WNA.

Tulisan ini hanya membahas mengenai prosedur permohonan dan 
persyaratan pengangkatan anak termasuk persyaratan mengenai adoptan dan 
adoptandus sehubungan dengan pengangkatan anak antar WNI.
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1. Adoptan
Persyaratan mengenai adoptan di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 diatur 

di dalam Pasal 5, dimana di dalam pasal tersebut adoptan atau orang yang boleh 
mengangkat anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristeri yang tidak mempunyai 
keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena 
kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia 
mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
Pasal 5 ayat 2 selanjutnya mengatur bahwa pengangkatan anak demikian 
tersebut harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama 
dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya 
dibubarkan oleh dia sendiri.

2. Perempuan janda yang tidak kawin lagi, yang oleh suaminya yang telah 
meninggal tersebut tidak meninggalkan seorang keturunan, menurut Pasal 
5 ayat 3, dapat mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.

Persyaratan mengenai adoptan juga diatur didalam SEMA Nomor 6 Tahun
1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan 
Anak. Persyaratan mengenai adoptan menurut SEMA adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung 
dengan orang tua angkat diperbolehkan.

2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh 
calon anak angkat.
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Pelaksanaan pengangkatan anak selanjutnya diatur di dalam Keputusan 
Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perizinan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut “Keputusan Menteri No. 
41 /HUK/KEP/VII/1984”), dimana di dalam lampirannya diatur mengenai syarat- 
syarat adoptan sebagai berikut:

1. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun;

2. Selisih umur antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat 
minimal 20 tahun;

3. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang- 
kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya 
sebagai berikut:
3.1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter 

kebidanan/dokter ahli), atau
3.2. Belum mempunyai anak, atau
3.3. Mempunyai anak kandung seorang, atau
3.4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak 

kandung.

4. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari 
pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat;

5. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik 
Indonesia;
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6. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan 

dokter pemerintah;

7. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata 

untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Dikeluarkannya UU No. 23/2002 beserta PP No. 54/2007 berakibat bahwa 

segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut. Syarat mengenai adoptan diatur dalam Pasal 39 ayat 3 UU 

No 23/2002, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa calon orang tua 

angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat Dalam 

hal asal-usul anak tidak diketahui maka berdasarkan Pasal 39 ayat 5 UU No 

23/2002, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk 

setempat.

Persyaratan m engenai adoptan diatur lebih lanjut di dalam PP No 54/2007, 

dimana di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;

c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

kejahatan;

e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun;

f. tidak merupakan pasangan sejenis;

g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
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i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; 
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindugan anak; 
k. adamya laporan sosal dari pekeijaan social setempat;
1. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin 

pengasuhan diberikan; 
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social.

2. Adoptandus
Adoptandus atau orang yang boleh diangkat sebagai anak angkat diatur 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Staatsblad 1917 Nomor 129. Pasal tersebut mengatur 
bahwa yang boleh diangkat sebagai anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, 
serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.

2. Orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahan lebih muda 
daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si 
isteri atau di janda yang mengangkatnya.

3. Apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah 
maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya 
terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat 
keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia 
diangkat.
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Persyaratan mengenai adoptandus juga diatur di dalam SEMA Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang 

Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

1. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial 

harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang 

bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.

2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang 

dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial 

atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk 

diserahkan sebagai anak angkat.

Persyaratan mengenai adoptandus selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan 

Menteri No. 41/HUK/KEP/VII/1984, yaitu :

1. Berumur kurang dan 5 tahun;

2. Persetujuan dari orang tu a /w a li (apabila diketahui ada);

3. Berada dalam asuhan organisasi sosial.

Dikeluarkannya UU No. 23/2002 dan PP No. 54/2007 mengubah 

persyaratan mengenai adoptandus sebagaimana diuraikan diatas. Berdasarkan 

Pasal 12 ayat 1 PP No 54/2007, yang boleh diangkat sebagai anak adalah harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 tahun

2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan

3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak

4. Memerlukan perlindungan khusus

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, diatur lebih lanjut 

di dalam Pasal 12 ayat 2 PP No 54/2007 sebagai beriku t:
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1. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
2. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang 

ada alasan mendesak.
3. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang 

anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam kehidupan sehari-hari tujuan dilakukannya adopsi adalah beraneka 
ragam, antara lain: untuk memancing supaya dapat memperoleh anak, untuk 
meneruskan keturunan karena tidak adanya keturunan Halam perkawinan, karena 
adanya rasa belas kasihan tefhadap anak yang terlantar. Untuk m elindungi 

kepentingan adoptandus atas kemungkinan ditelanta rkannya yang bersangkutan 
karena tujuan adopsi yang beraneka ragam, maka peraturan p e rundang-undangan  

yang berlaku, mengatur bahwa adopsi ditujukan untuk kepentingan anak. Hal ini 
dapat dilihat dalam UU No. 23/2002 dan PP No 54/2007. Dalam Pasal 39 ayat 1 
UU No. 23/2002 disebutkan :
“...Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat d?n ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku...”

Dalam Pasal 2 PP No. 54/2007 disebutkan:

“...Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan analc3 yang 
dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan...”

Dan ketentuan tersebut diatas maka jelas terlihat bahwa dilakukannya adopsi 
menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku adalah untuk 
kepentingan adoptandus.

19 UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Melania Desfiana Artiani, FH UI, 2009



Adopsi ditinjau dari Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah didasarkan atas 

perjanjian, dimana seorang anak dengan sepakat dari orangtua atau keluarga si 

anak yang akan diadopsi, diangkat sebagai anak dan masuk dalam keluarga 

adoptan, sehingga selanjutnya dianggap sabagai anak yang lahir dalam keluarga 

adoptan 12. Adopsi berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Staatsblad 1917 Nomor 129 

hanya dapat teijadi dengan akta notaris. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat 1 

Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa persetujuan dari keluarga adoptan 

dapat diganti dengan surat kuasa dari raad van justitie (pengadilan) dalam daerah 

hukum mana adoptan bertempat tinggal, dan kuasa tersebut berdasarkan Pasal 10 

ayat 5 harus disebut dalam akta adopsi. Berbeda dengan Staatsblad 1917 Nomor 

129, adopsi berdasarkan SEMA No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan 

SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dapat dimohonkan 

pengesahannya dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili anak yang akan diangkat. 

Permohonan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Permohonan 

secara lisan dilakukan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. 

PP No. 54 /2007 mengatur b a h w a  pengangkatan anak dilakukan melalui 

penetapan pengadilan. Prosedur pengangkatan anak menurut Staatsblaad 1917 

Nomor 129, SEMA N o m o r 6 Tahun 1983 dan UU No. 23/2002 juncto PP No. 

54/2007 adalah sebagaimana dibawah ini.

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak menurut 

Staatsblad 1917 Nomor 129 diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, 

sebagaimana berikut13:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.

12 Ibid ., hal. 230.

13Ibid„ hal. 26.
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2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka 
diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya kawin 
lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta 
peninggalan selaku penguasa wali.

3. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka 
diperlukan izin dari orangtuanya yang mengakui sebagai anaknya, 
manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada 
persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa 
wali.

4. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula 
persetujuan dari anak itu sendiri.

5. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus 
ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, 
atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika 
mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari 
anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki 
sampai derajat keempat.

6. Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.
Akibat pengangkatan anak ini menurut Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 
adalah anak angkat tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka, 
dengan demikian anak angkat tersebut demi hukum mendapatkan nama keluarga 
dari orangtua yang melakukan adopsi14. Oleh karena dianggap dilahirkan dari

14 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, cet 2, (Jakarta: 
PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 244
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perkawinan orang yang mengadopsi maka semua hubungan kekeluargaan dengan 
keluarga asalnya menurut Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi hapus. 
Dalam kaitannya dengan hukum waris, dengan diangkatnya anak oleh orangtua 
angkat, maka anak angkat atau adoptandus berhak mewaris dari keluarga ayah 
dan ibunya yang mengadopsi. Adoptandus menjadi tidak berhak mewaris dari 
keluarga sedarahnya.

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar WNI 
menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 adalah melalui tahap-tahap sebagai 
berikut15:

1. Syarat dan bentuk surat permohonan :
1.1. Sifat surat permohonan bersifat voluntair
1.2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila 

ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan 
undang-undangnya.

1.3. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan secara lisan 
atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

1.4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh 
pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya

1.5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang 
beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan 
pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka

lsAhmad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 
(Jakarta: Rajawai Pers, 2008),hal. 59-60.
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permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggal pemohon.

2. Isi surat permohonan pengangkatan anak
2.1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara 

jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan 
permohonan pengangkatan anak.

2.2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, 
terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau 
kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang 
memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar 
memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak 
angkat menjadi lebih baik.

3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya 
memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” 
Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A 
ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.” Syarat-syarat permohonan 
pengangkatan anak antar WNI

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat pemohon, berlaku ketentuan 
sebagai berikut:

3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang 
tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) 
diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak 
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent 
adoption) diperbolehkan.
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3.1.3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang 
dianut oleh calon anak angkat.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat
3.2.1. Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu 

yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri 
Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan 
bergerak di bidang kegiatan anak.

3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan 
sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri 
Sosial atau pejabata yang ditunjuk bahwa anaka angkat 
tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Pengangkatan anak antar WNI menurut PP No 54/2007 diatur di dalam 
Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Pasal 8 PP 
No. 54/2007 menyebutkan bahwa:

“ ...pengangkatan anak antar WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a, meliputi:
a. pengangakatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat diatur di dalam Pasal 9 
PP No 54/2007 yang menyebutkan sebagai berikut:

“...(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam 
satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam 
kehidupan bermasyarakat.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat 
dimohonkan penetapan pengadilan..
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Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur didalam 
Pasal 10 PP No 54/2007, dimana pasal tersebut mengatur bahwa pengangkatan 
anak berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi:
1. Pengangkatan anak secara langsung
2. Pengangkatan anak melalui lembaga pengangkatan anak.

Pengangkatan anak secara langsung maupun melalui lembaga pengangkatan anak, 
keduanya dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu seseorang yang berstatus tidak 
menikah atau janda/duda, menurut Pasal 16 PP No 54/2007 hanya dapat 
dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 19 PP No 54/2007 mengatur bahwa pengangkatan anak secara adat 
kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat 
yang bersangkutan. Pasal 20 PP No 54/2007 menyebutkan bahwa pengangkatan 
anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk 
mendapatkan penetapan dan selanjutnya pengadilan menyampaikan salinan 
penetapan tersebut ke instansi terkait Dalam penjelasan Pasal 20, disebutkan 
bahwa instansi terkait meliputi Mahkamah Agung melalui panitera Mahkamah 
Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 
Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, 
Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21 PP No 54/2007 disebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan 
paling banyak 2 kali dengan jarak waktu minimum 2 tahun. Apabila adoptandus 
adalah kembar maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus. Sehubungan 
dengan tidak diaturnya lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anak di
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dalam PP No 54/2007, maka ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengangkatan anak antar WNI mengacu kepada SEMA Nomor 6 Tahun 1983.

Prosedur selanjutnya atas pengangkatan anak yang telah memperoleh 
penetapan pengadilan adalah dalam jangka waktu 30 hari setelah diperolehnya 
penetapan tersebut, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU No 23/2006”), 
pengangkatan anak tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi 
Pelaksana (perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang 
melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yang 
menerbitkan kutipan akta kelahiran. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan 
pinggir pada Akta Pencatatan Sipil, akta mana terdiri atas Register Akta Kelahiran 
dan Kutipan Akta Kelahiran. Apabila pelaporan atas pengangkatan anak tersebut 
dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana telah disebutkan diatas, maka 
berdasarkan Pasal 90 UU No 23/2006, maka penduduk yang bersangkutan akan 
dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,-.

Penetapan pengadilan atas pengangkatan analc membawa akibat bahwa 
anak yang diangkat tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang 
mengadopsinya. Hak-hak dan kewajiban yang melekat pada anak juga berlaku 
terhadap hak-hak dan kewajiban pada anak angkat. Hak dan kewajiban seorang 
anak angkat itu sama dengan anak kandung yang harus merawat dan menghormati 
orang tua angkat layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak 
mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkat16: 
Apabila orang tua angkatnya bercerai, maka kedudukan hukum dari si anak

16 Derap Perempuan, http://www.geocities.com/radiospfin/hukum38.html
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angkat adalah tetap merupakan anak dari kedua orang tua angkatnya. Orang tua 

angkat tersebut berkewajiban untuk tetap membiayai kehidupan anak angkat.

B. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat

Hak-hak dan kewajiban anak dilindungi oleh undang-undang dimana hak-hak dan 

kewajiban anak ini juga berlaku terhadap anak angkat. Hak-hak dan kewajiban 

tersebut diatur didalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No 23/2003 sebagai 

berikut l7:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.

4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh 

orangtuanya sendiri.

5. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat 

oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.

17 Ibid., hal. 68-71.
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6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial

7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam g 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

dan bakalnya.

8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memp 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menenma, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan

kepatutan.

10. Setiap anak berhak nntuk beristirahat dan memanfaatkan waktn luang,
u rliin berkreasi sesuai denganbergaul dengan an?k sebaya, bermain, d

minat,bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

W .Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehab' 

bantuan sosial, dan pemeliharaan t a r a f  kesejahteraan sosial.

12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pih

pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan

dari perlakuan :

12.1. diskriminasi

12.2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

12.3. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
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12.4. ketidakadilan, dan
12.5. perlakuan salah lainnya.
Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan 
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir.

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
14.1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
14.2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
14.3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
14.4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
14.5. Pelibatan dalam peperangan.

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak 
berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, 
penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilalmlran apabila sesuai 
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 
terakhir.

16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
16.1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa.
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16.2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

16.3. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum.

17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

19. Setiap anak berkewajiban menghormati orangtua, wali dan guru.

20. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan 

menyayangi teman.

21. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara

22. Setiap anak berkewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran 

agamanya;

23. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang 
mulia.
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C. Pembatalan Adopsi Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang 
Berlaku

Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur mengenai pembatalan suatu adopsi. 

Pembatalan suatu adopsi diatur dalam Pasal 15 Staatsblad 1917 Nomor 129. 

Dalam Pasal 15 ayat 1 dari Staatsblad tersebut menyebutkan bahwa :

“ ...(1) Adopsi tidak dapat dihapus oleh saling persetujuan kedua belah pihak...” 

Dari ayat tersebut tersebut terlihat bahwa adopsi tidak dapat dibatalkan baik 

pembatalan secara sepihak oleh adoptan, atau oleh adoptandus maupun 

pembatalan secara bersama antara adoptan dan adoptandus, namun demikian 

Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi dapat dinyatakan batal demi 

hukum jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat 2 atau Pasal 15 ayat 3. Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“ ...(2 ) Adopsi terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara lain daripada 

dengan akta notaris, adalah batal demi hukum...”

Latar belakang timbulnya ketentuan bahwa adopsi menjadi batal jika adopsi 

dilakukan terhadap anak perempuan adalah karena pada waktu berlakunya 

Staatsblad tersebut, adat masyarakat golongan Tionghoa pada saat tersebut adalah 

menganut garis keturunan laki-laki (patrilinial), sehingga adopsi anak perempuan 

sama sekali tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut18. Pasal 15 

ayat 3 dari Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa :

. .(3) Adopsi dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan salah satu Pasal 

5,6,7,8,9, atau ayat (2) dan (3) dari Pasal 10...”

Pasal 5 berisi tentang :

1. Pengangkatan anak laki-laki oleh laki-laki kawin atau pernah kawin 

dikarenakan tidak mempunyai keturunan laki-laki.

18 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, cet. 2, (Jakarta: 
PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 250.
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2. Adopsi dilakukan oleh suami bersama dengan isterinya. Apabila 

perkawinan putus maka adopsi dilakukan oleh suami.
3. anak laki-laki oleh janda apabila tidak ada anak laki-laki 

dari perkawinan dengan suaminya. Tapi pengangkatan anak tersebut tidak 
dapat dilakukan apabila suami meninggalkan wasiat yang melarang adopsi 

tersebut.
Pasal 6 mengatur bahwa yang dapat diangkat menjadi anak adalah orang 
Tionghoa laki-laki yang tidak kawin, tidak mempunyai anak, belum diangkat oleh 
orang lain. Pasal 7 berisi tentang usia minimum dari anak yang diadopsi yaitu 
minimum 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya, dan paling 
sedikit 15 tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda yang 
melakukan adopsi. Pasal ini juga mengatur ketentuan mengenai adopsi terhadap 
keluarga sah atau diluar perkawinan, dimana anak yang diadopsi tersebut dalam 
hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam 
derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang 
itu karena kelahiran. Pasal 8 mengatur mengenai keharusan memperoleh 
persetujuan untuk adopsi. Persetujuan tersebut diperoleh dari orang yang 
mengadopsi, orangtua kandung dari anak yang diadopsi atau walinya bila 

orangtua kandung tersebut telah meninggal dunia, dari anak y and diadopsi jika 
anak tersebut telah berusia 15 tahun. Apabila yang mengadopsi adalah janda maka 
persetujuan diperoleh dari keluarga suaminya, yaitu kakak-kakaknya yang telah 
dewasa dan dari ayah, atau jika mereka tidak ada atau tidak bertempat tinggal di 
Indonesia, maka persetujuan diperoleh dari 2 orang dan keluarga suami yang 
terdekat, yang sudah dewasa, dari garis keturunan bapak dari suami, sampai 
dengan derajat keempat, serta bertempat tinggal di Indonesia. Mengenai adopsi 
oleh janda, persetujuan dari orang-orang tersebut diatas menurut Pasal 9 dapat 
diganti dengan suatu kuasa dari raad van justitie dalam daerah hukum dimana
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janda tersebut bertempat tinggal. Kuasa dari raad vart justitie harus disebut di 
dalam akta adopsi.

Pasal 10 ayat 2 dan 3 mengatur mengenai penghadap dalam akta adopsi 
adalah para pihak itu sendiri atau oleh kuasanya. Namun kuasa tersebut harus 
dibuat dalam suatu akta notaris. Persetujuan dari orang-orang yang diperlukan 
persetujuannya untuk adopsi, dituangkan dalam dalam suatu akta notaris dan 
disebut di dalam akta adopsi.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka pembatalan suatu adopsi menurut 
Staatsblad 1917 Nomor 129 dapat terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat 
untuk adopsi. Namun ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan 
adopsi tidak diatur di dalam Staatsblad tersebut seperti: pembatalan adopsi dapat 
dilakukan setelah berapa lama adopsi dilakukan, bagaimana prosedur pembatalan 
adopsi, kapan pembatalan adopsi berlaku efektif.

SEMA No 6 Tahun 1983, UU No 23/2002 dan PP No 54/2007 sama sekali 
tidak mengatur mengenai pembatalan adopsi. Apabila kita melihat kepada tujuan 
dari pengangkatan anak sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu pengangkatan 
anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi «nak Halam rangka mewujudkan 
kesejahteraan anak. Selain itu pada prosedur permohonan dan persyaratan 
pengangkatan anak antar WNI pada SEMA No. 6 Tahun 1983 pada salah satu 
syaratnya adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang 
didalamnya diuraikan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak adalah 
untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat. Dengan demikian, 
pembatalan adopsi berakibat pada tidak sesuainya pada maksud dan tujuan dari 
adopsi itu sendiri. Selain itu pembatalan adopsi mengakibatkan kedudukan anak 
angkat yang semula dipersamakan sebagai anak kandung menjadi tidak
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dipersamakan lagi sebagai anak kandung, atau dengan kata lain anak angkat 
tersebut tidak mempunyai hubungan apapun lagi dengan orang tua angkatnya. Hal 
ini berakibat juga pada hak-hak yang tadinya melekat pada anak angkat tersebut 
menjadi hilang, misalnya : hak untuk menggunakan nama keluarga orang tua 
angkatnya, hak untuk memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua 
angkat; hak untuk mewaris dari orang tua angkatnya- Selain hilangnya hak-hak 
yang meiekat pada anak, maka kewajiban-kewajiban yang melekat pada anak juga 
menjadi hilang seperti: memelihara dan merawat orang tua angkat jika mereka 

memerlukannya.

Pembatalan adopsi menurut pendapat penulis juga berakibat kepada 
kewajiban untuk melaporkan pembatalan tersebut kepada Instansi Pelaksana 
(perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 
pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yang menerbitkan kutipan 
akta kelahiran. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat tindakan-tindakan 

administratif sehubungan dengan pembatalan adopsi tersebut.

Timbul pertanyaan bagaimana jika pembatalan adopsi dilakukan oleh 
orang tua angkat dikarenakan orangtua angkat dan anak angkat memiliki 
hubungan dalam satu garis lurus, misalnya cucu yang diangkat sebagai anak oleh 
nenek dan kakeknya, sebagaimana kasus yang akan dibahas pada bab selanjutnya 
dari tulisan ini. Pengangkatan dilakukan karena cucu tersebut ditelantarkan oleh 
ibu kandungnya. Pengajuan pembatalan dilakukan untuk mencegah timbulnya 
kerancuan dari kedudukan antara nenek, anak dan cucu. Selain itu bagaimana jika 
baik anak angkat maupun orangtua angkatnya berkehendak untuk membatalkan 
adopsi dikarenakan tidak ada kecocokan diantara mereka sebagaimana kasus yang 

akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.
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BAB m
ANALISA HUKUM ATAS GUGATAN PEMBATALAN ADOPSI: 

PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 500/PDT.G/1999/PN.JAKSEL
DAN

PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 47/PDT.G/2003/PN. JAKSEL

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa tidak seperti di dalam Staatsblad 1917 
Nomor 129, di dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, UU No. 23/2002 dan PP No. 
54/2007 tidak mengatur masalah pembatalan adopsi. Namun demikian dalam 
kenyataannya teijadi pengajuan pembatalan adopsi seperti pada 2 kasus perkara 
yang akan dibahas pada bab ini yaitu mengenai gugatan pembatalan adopsi atas 
Putusan Pengadilan Nomor: 500/Pdt. G/1999/PN. Jak Sel dan Putusan Pengadilan 
Nomor: 47/Pdt.G/2003/PN. Jak Sel.

A. Putusan Pengadilan Nomor: 500/Pdt.G/1999/PN JAKSEL

Sebelum membahas putusan pengadilan ini, terlebih dahulu diuraikan 
kasus posisi sebagaimana diuraikan dibawah ini.
Dra. R.R. Soelastri Djojosukarto dan Ir. R. M. Hadi Kusumo Amijoyo melalui 
penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 1985 Nomor 
813/Pdt.P/l 984/PN.Jak.SeI mengangkat Nadia Astari yang lahir pada tanggal 24 
September 1981. Adapun Nadia Astan merupakan anak dari Retno Sandrawati 
yang merupakan putri pertama dari Dra. R.R. Soelastri Djojosukarto dan Ir. R.M. 
Hadi Kusumo Amijoyo. Alasan dari adopsi terhadap Nadia Astari adalah karena 
orang tua kandung dari Nadia Astari (Retno Sandrawati dan Muhdo Priyadi 
Wijaya) masih sangat muda, dan keduanya telah berpisah, dan masing-masing 
masih menuntut ilmu sehingga kurang memberikan pengawasan, pendidikan, 
perawatan dan kasih sayang terhadap Nadia Astari. Pengangkatan anak terhadap
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Nadia Astari dilakukan ketika ia berusia 3 tahun, namun sejak berusia 6 bulan 

Nadia Astari telah dibawah pengasuhan Dra. R.R. Soelastri Djojosukarto dan Ir. 

R. M. Hadi Kusumo Amijoyo. Adapun dalam penetapan adopsi tersebut, Dra. 

R.R. Soelastri dan Ir. R.M. Hadi Kusumo Amijoyo sanggup dan bersedia untuk 

menganggap Nadia Astari sebagai anak kandung yang sah, dan akan memberikan 

hak-hak sebagai ahli waris. Adopsi tersebut juga telah mendapat persetujuan dari 

kedua orang tua kandung Nadia Astari. Namun demikian, Dra. R.R. Soelastri 

Djojosukarto (selanjutnya disebut “Penggugat I”) dan dan Ir. R. M. Hadi Kusumo 

Amijoyo (selanjutnya disebut “Penggugat II”) dengan surat gugatannya tertanggal 

1 Nopember 1999 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dengan 

No. 500/Pdt.G/1999/PN. Jak.Sel telah mengajukan gugatan pembatalan adopsi 

atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 1985 No. 813/Pdt.P/1984/PN. 

Jak.Sel dalam amarnya menetapkan P enggugat I dan II sebagai orang tua 

angkat dari putri Retno Sundari (selanjutnya disebut “Tergugat”) yang 

bernama Nadia Astari, lahir di Jakarta, 24 September 1981;

2. Bahwa anak angkat Penggugat I dan II adalah putrid sulung Tergugat dari 

perkawinannya dengan Muhdi Priyadi Wijaya, kutipan akta nikah dari 

kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak tanggal 26 Mei 1981;

3. Bahwa pengangkatan Nadia Astari putri sulung Tergugat oleh Penggugat 

1,11 berdasarkan akta permohonan Penggugat 1,11 tanggal 26 Nopember

1984 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

dibawah Mo. 813/Pdt.P/1984/PN. Jak.Sel, alasan yang sangat penting dan 

mendasar diajukannya permohonan adopsi tersebut dengan pertimbangan :
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- bahwa perkawinan Tergugat dengan Muhdi Priyadi Wijaya 

putus karena perceraian;

Tergugat melanjutkan pendidikannya ke Australia;

Pengawasan dan pendidikan Nadia Astari harus mendapat 

perhatian serta kasih sayang;

Bahwa Penggugat 1,11 mengajukan gugatan pembatalan adopsi ini karena 

adanya permintaan dari Nadia Astari kepada Penggugat I, II dan Tergugat 

karena anak angkat Penggugat 1,11 usianya telah mendekati dewasa dengan 

menyadari serta mengetahui bahwa ibu kandungnya adalah Tergugat dan 

Penggugat 1,11 selaku orang tua kandung dari Tergugat;

Bahwa pembatalan ini selain alasan diatas, Penggugat I, II baru menyadari 

akan dampak dari penetapan adopsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

813/Pdt.G/1984/PN. Jak. Sel tanggal 10 Januari 1995 bertentangan dengan 

prinsip hukum adopsi karena yang diadopsi adalah cucu sendiri sehingga 

menjadi rancu dalam hukum waris adik Tergugat dengan sendirinya 

menjadi berkurang dengan ditetapkannya anak Tergugat selaku ahli waris 

Penggugat 1,11;

Bahwa Tergugat selaku ibu kandung dari anak angkat Penggugat 1,11 telah 

berkeluarga kembali dan bekeija di sebuah perusahaan swasta asing di 

Jakarta dengan kehidupan mapan sehingga Penggugat 1,11 merasa cukup 

alasan untuk mengembalikan anak angkatnya dengan kedudukan hukum 

seperti semula dari Penggugat 1,11 kepada Tergugat dengan segala akibat 

hukumnya;
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Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat I dan II mohon kepada majelis hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1995 batal karena hukum;

3. Menyatakan karena hukum Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat 

UI;

4. Menyatakan karena hukum Tergugat sebagai ibu kandung Nadia Astan;

5. Menyatakan Nadia Astari anak angkat Penggugat 1,11 dikembalikan 
kedudukan hukumnya semula dari Penggugat 1,11 kepada Tergugat selaku 
ibu kandung dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan karena hukum sejak putusan Penggugat 1,11 tidak lagi selaku 

orang tua angkat Nadia Astari dan segala surat yang masih berkaitan 
dengan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat batal karena 
hukum;

7. Menghukum Penggugat I, II membayar biaya perkara.

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai 
berikut:
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1. Bahwa semua dalil yang disampaikan kepada Penggugat I, II Halam 

gugatannya tanggal 1 Nopember 1999 tentang pembatalan adopsi atas diri 
putri Tergugat yang bernama Nadia Astari lahir di Jakarta 24 September 
1981 adalah benar;

2. Bahwa pengangkatan anak Tergugat oleh Penggugat 1,11 (orang tua 
Tergugat) tujuannya seperti diungkapkan Penggugat 1,11 dalam posita 
point 3;

3. Bahwa Tergugat selaku ibu kandung anak angkat Penggugat TJT 
menyetujui pembatalan adopsi yang diajukan Penggugat 1,11 karena 
Tergugat tidak ingin pula kalau anak angkat Penggugat 1,11 nantinya 
menjadi pemicu adik-adik Tergugat dalam masalah harta peninggalan 
Penggugat 1,11;

4. Tergugat selain itu telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai 
karyawan swasta tentu sangat bersyukur jika status hukum anak Tergugat 

dikembalikan kepada Tergugat dengan hak semula meski anak angkat 
Penggugat 1,11 lebih banyak tinggal bersama Tergugat ketimbang dengan 

Penggugat I, II.

Karena kedua pihak berperkara telah menyatakan tidak ada lagi yang akan 
dikemukakan di persidangan, maka mejelis hakim dengan pertimbangan- 
pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;
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2. Gugatan tersebut didalilkan bahwa Penggugat telah mengangkat anak 
bernama Nadia Astari, yang sebenarnya adalah cucu kandung Penggugat 
sebab ibunya adalah anak kandung Penggugat, anak mana sekarang ini 
mendekati dewasa dan mengetahui keadaan sebenarnya maka Penggugat 
mohon agar penetapan pengangkatan anak tersebut dibatalkan serta 
tuntutan lainnya sesuai petitum surat gugatannya;

3. Bahwa Tergugat membenarkan dan menyetujui gugatan Penggugat 
tersebut;

4. Bahwa sebagaimana didalilkan, diakui Tergugat dan didukung surat bukti 
sehingga merupakan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa benar 
Penggugat tersebut sesuai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
NO. 813/Pdt.P/l984/PN. Jak.Sel tangga! 10 Januari 1985 telah mengangkat 
anak sebenarnya «rialah cucu kandungnya sendiri dengan alasan 
perkawinan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat melanjutkan 
pendidikan ke Australia dan Nadia Astari harus mendapat perhatian dan 
kasih saying.

5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat jika hanya dengan 
alasan-alasan tersebut sebenarnya Penggugat tidak perlu melakukan 
pengangkatan sebab sebagai kakek/nenek dengan sendirinya turut 
bertanggung-j awab terhadap cucu-cucunya, selain itu dengan 
pengangkatan tersebut telah teijadi kerancuan silsilah, cucu jadi anak, 
anak sebenarmya cucu sehingga memang tidak harus dipertahankan, 
namun masalahnya, yang mengajukan pembatalan justru yang dulu 
mengajukan permohonan yang mestinya memikirkan dengan mendalam 
akibat hukum dari suatu adopsi sehingga tidak dengan mudah dan begitu
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saja mohon pembatalan sebab pengangkatan anak hakekatnya tidak dapat 

dibatalkan apapun alasannya, bahkan sekalipun anak itu durhaka maka hak 

warisnya yang dicabut, disamping itu, dari pengamatan majelis atas posita 

gugatan, tidak terlihat kepentingan hukum penggugat atas pembatalan 

tersebut, kepentingan hukum utama yang ada adalah kepentingan hukum 

Nadia Astari dan kepentingan hukum saudara-saudara Tergugat dalam 

pewarisan nantinya padahal kepentingan hukum itu merupakan alasan 

utama diajukannya suatu gugatan karena gugatan Penggugat haruslah 

dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka 

Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

7. Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berkenaan dengan perkara ini.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas dan peraturan Derundang-undangan 

yang berlaku maka gugatan pembatalan adopsi yang diajukan oleh Penggugat 

tidak dapat diterima.

Melihat pada kasus diatas, permohonan pengangkatan anak telah 

memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam SEMA 

No. 6 Tahun 1983 juneto Keputusan Menteri No. 41/HUK/KEP/VII/1984 telah 

dipenuhi antara lain, seperti:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung 

dengan orang tua angkat diperbolehkan. Dalam kasus ini
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pengangkatan anak dilakukan antara Penggugat I dan II sebagai orang 

tua angkat dan Tergugat sebagai orang tua kandung.

2. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 

tahun. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, 

Penggugat I berstatus kawin dengan Penggugat II

3. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata- 

mata untuk kepentingan kesejahteraan anak. Di dalam Ketetapan 

Pengangkatan Anak No. 813 / Pdt / P / 1984 / PN.Jkt.Sel disebutkan 

janji dan kesanggupan dari Penggugat I dan II didepan persidangan 

untuk menyanggupi memenuhi segala sesuatunya demi kepentingan 

anak yang diangkat baik secara lahiriyah maupun bathiniah.

4. Berumur kurang dari 5 tahun. Dalam kasus ini, Nadia Astari ketika 

diangkat berusia kurang lebih 3 tahun.

5. Persetujuan dari orang tua/wali. Persetujuan dari orang tua kandung 

Nadia Astari untuk pengangkatan anak telah diberikan berdasarkan 

naskah serah terima antara Penggugat I, II dan Tergugat tertanggal 27 

Nopember 1984 dan Surat Persetujuan untuk menyetujui adopsi yang 

dibuat oleh ayah kandung Nadia Astari tertanggal 17 Desember 1984. 

Selain itu pernyataan tidak keberatan untuk pengangkatan anak 

diberikan oleh kedua anak kandung lainnya dari Penggugat I dan II.

Permohonan pengajuan pembatalan adopsi dalam kasus diatas tidak 

diterima oleh hakim dengan pertimbangan bahwa pengangkatan anak hakekatnya 

tidak dapat dibatalkan apapun alasannya. D ilihat dari tujuan dari adopsi itu adalah
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untuk kepentingan kesejahteraan anak yang diangkat, maka memang pembatalan 

adopsi tidak dapat dilakukan karena apabila dibatalkan maka tujuan dan lembaga 

adopsi tersebut menjadi tidak tercapai, namun demikian permasalahan yang 

timbul adalah akibat hukum dari adopsi itu sendiri. Apabila adopsi tidak 

dilakukan, maka kedudukan hukum Nadia Astari dengan Penggugat I dan II 

adalah sebagai cucu, namun karena adopsi maka kedudukan hukum Nadia Astari 

adalah sebagai anak. Pada Bab II dijelaskan bahwa dengan adanya penetapan 

pengadilan atas pengangkatan anak membawa akibat bahwa anak yang diangkat 

tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsinya, 

sehingga anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung -  

anak kandung lainnya serta berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak 

kandung lainnya dari orang tua angkat, termasuk di dalamnya hak mewaris. 

Dalam kasus ini, apabila mengacu pada Staatsblad 1917 Nomor 129 dan hukum 

adat di beberapa daerah tertentu seperti pada masyarakat Bali, maka 

pengangkatan Nadia Astari oleh Penggugat I dan II berakibat hukum pada 

kedudukan hukumnya sama dengan anak kandung lainnya dari Penggugat I dan II 

dan hubungannya dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Tidak 

dikabulkannya gugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kedudukan Nadia 

Astari sama (yaitu sebagai anak) dengan Retno Sandrawati yang merupakan ibu 

kandungnya serta Irawati dan Listyawati yang merupakan bibi-bibinya. Apabila 

kemudian Nadia Astari memiliki keturunan maka hubungan anak tersebut dengan 

Retno Sandrawati adalah sebagai bibinya dan bukan sebagai cucu. Hal ini 

mengakibatkan kerancuan dalam silsilah keluarga. Dalam hal mewaris, apabila 

orang tua angkatnya (Penggugat I dan II) meninggal dunia, maka Nadia Astari 

berhak mewaris dalam derajad yang sama dengan anak kandung lainnya dari 

Penggugat I dan II, yaitu: Retno Sandrawati yang merupakan ibu kandungnya, 

serta Irawati dan Listyawati. Adopsi tersebut mengakibatkan kedudukan Nadia 

Astari adalah sama dengan Retno Sandrawati yang merupakan anak kandung dari
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Penggugat I dan II. Apabila permohonan pembatalan adopsi dikabulkan maka 
kedudukan Nadia Astari kembali sebagai cucu. Dalam hal ini apabila Penggugat I 
dan II meninggal dunia maka yang berhak mewaris adalah Retno Sandrawati dan 
kakak serta adiknya. Apabila mengacu pada Hukum Islam dimana Hukum Islam 
tidak mengakui lembaga pengangkatan anak, maka pangangkatan anak Nadia 
Astari oleh Penggugat I dan II tidak mengakibatkan Nadia Astari dipersamakan 
kedudukan hukumnya dengan anak-anak kandung lainnya dari Penggugat I dan II. 
Kedudukan Nadia Astari adalah tetap sebagai anak kandung dari ibunya yaitu 
Retno Sandrawati.

Melihat pada kasus diatas, seharusnya pada waktu pengajuan permohonan 
pengangkatan anak, sudah dipikirkan akibat hukumnya. Walaupun tujuan 
Penggugat I dan II pada saat mengangkat Nadia Astari sebagai anak adalah 
bertujuan mulia, yaitu demi kepentingan dan kesejahteraan Nadia Astari yang 
pada saat itu tidak terurus dan terawat oleh ibu kandungnya, seharusnya pada saat 
itu pengadilan tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak tetapi 
diarahkan kepada perwalian anak sehingga tidak menimbulkan kasus kerancuan 
mengenai status dari anak tersebut Pertimbangan hakim pada saat mengabulkan 
permohonan penetapan pengangkatan anak kurang tepat, karena mengakibatkan 
kerancuan pada status anak terhadap neneknya, seharusnya yang lebih tepat 
diterapkan oleh hakim dalam permohonan pengangkatan anak adalah 
mengarahkan pada perwalian anak oleh nenek sepanjang orang tua anak tersebut 
berhalangan untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dalam kerangka 
kekuasaan orang tua tunggal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Menurut pendapat penulis, seharusnya pengajuan 
pembatalan adopsi untuk kasus diatas dikabulkan oleh pengadilan.
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B. Putusan Pengadilan Nomor: 47/PdtG/2003/PN.Jak.Sel

Kasus posisi sehubungan dengan Putusan Pengadilan Nomor : 
47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.
Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati melalui penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 1986 Nomor 089/Pdt.P/1986/PN.Jak.Sel 
mengangkat Floretha Novariani Widiastuti yang lahir pada tanggal 15 November 
1974. Floretha Novariani Widiastuti merupakan anak dari Abu Haryono dan 
Retno Yudari. Maksud dilakukannya adopsi adalah karena Ir. A. Alim Fauzi MA 
dan Ny. Sri Nuryati belum memiliki anak dan tidak memungkinkan untuk 
melahirkan anak. Pengangkatan anak terhadap Floretha Novariani Widiastuti 
dilakukan ketika ia berusia 12 tahun. Dalam penetapan adopsi tersebut, Ir. A. 
Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati beijanji tidak akan menyia-nyiakan anak 
tersebut dan akan memperlakukan Floretha Novariani Widiastuti sebagai anak 
kandung sendiri termasuk juga berhak atas harta warisan kedua orang tua 
angkatnya terebut. Adopsi tersebut juga telah memperoleh izin dari kedua orang 
tua kandungnya yaitu : Abu Haryono dan Retno Yudari. Namun H^mikian 
melalui surat gugatannya tertanggal 4 Pebruari 2003, Ir. A. Alim Fauzi MA 
(selanjutnya disebut “Penggugat I”) dan Ny. Sri Nuryati (selanjutnya disebut 
“Penggugat II”) (Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut “Para 
Penggugat”) mengajukan gugatan pembatalan adopsi, dengan mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat suami isteri telah menikah pada tanggal 4 
September 1972 di Jakarta, dan dari pernikahan/perkawinan tersebut tidak 
dikaruniai seorang anakpun;

45 UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Melania Desfiana Artiani, FH UI, 2009



2. Bahwa karena tidak dikaruniai seorang anak/keturunan, maka pada tahun 

1986, Para Penggugat telah menerima untuk dipelihara dan diasuh 

sebagaimana layaknya anak kandung sendiri seorang anak perempuan 

lahir di Purwokerto 15 Nopember 1974 yang Para Penggugat terima dari 

orang tua kandungnya yakni Abu Haryoto dan Retno Yudari dan 

kemudian diberi nama Floretha Novariani W (selanjutnya disebut

“Tergugat”);

3. Bahwa menindaklanjuti penyerahan anak tersebut dari orang tua 

kandungnya, Para Penggugat mengajukan permohonan pengangkatan anak 

secara sah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap hal 

tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penetapannya 

tertanggal 5 Maret 1986 No. 189/Pdt/P/1986/PN. Jak.Sel., telah 

mengabulkan permohonan Para Penggugat dan menyatakan 1 ergugat 

sebagai anak angkatnya Para Penggugat yang sah;

4. Bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Para Penggugat telah menerima dan 

mengasuh Tergugat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri tanpa 

reserve sejak Tergugat masih berusia 2 tahun hingga Tergugat dewasa dan 

selesai kuliah dan mendapat gelar Sarjana Arsitektur, bahkan sekarang 

Tergugat telah bekerja dan mampu membiayai hidupnya sendiri;

5. Bahwa sangat disayangkan, setelah dewasa dan mampu mandiri, perilaku 

Tergugat sangat tidak terpuji dan senantiasa melawan serta membantah 

kehendak baik Para Penggugat selaku orang tua angkatnya yang sah, 

bahkan akan hal tersebut Tergugat dengan Para Penggugat seringkali 

terlibat pertengkaran dan perselisihan yang makin hari makin meruncing 

bahkan telah meretakkan hubungan cinta kasih dalam keluarga;
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6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang lebih menjurus pada 

penghianatan anak angkat kepada orang tuanya yang dilakukan Tergugat 

tersebut makin menjadi-jadi hingga akhirnya Tergugat meninggalkan 

rumah dan menyatakan memutuskan hubungan dengan Para Penggugat 

yang dituangkannya dalam pernyataan yang ditanda tanganinya di atas 

kertas bermeterai cukup dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap;

7. Bahwa tidak ada upaya lagi yang dapat Para Penggugat tempuh untuk 

menutup aib yang sangat menyakitkan dan dengan terpaksa harus 

kehilangan anak angkat yang selama ini telah diasuh, dibina dan dididik 

serta menjadi curahan cinta kasih karena memang sudah tidak mungkin 

dipertahankan lagi, untuk itu Para Penggugat mengajukan pembatalan 

pengangkatan anak yang dulu pernah Para Penggugat mohonkan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana terurai 

di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan 

putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;

2. Menyatakan putus hubungan Para Penggugat dengan Tergugat sebagai 

orang tua dengan anak angkatnya;

3. Membatalkan Penetepan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 

Maret 1986 No. 089/Pdt/P/l-6/PN.Jak.Sel, tentang Pengangkatan Floretha 

Novariani W sebagai anak angkat yang sah dari Ir. A. Alim Fauzi MA dan 

Ny. Sri Nuryati;
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4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat 

datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat sesuai relaas 

panggilan tertanggal 7 Maret 2003 tidak datang atau tidak mengirimkan 

wakilnya ke persidangan dan sesuai berita acara pemanggilan menurut 

salah seorang yang tinggal di alamat tersebut menerangkan bahwa 

Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

2. Bahwa sesuai relass panggilan tertanggal 21 Maret 2003 melalui Kantor 

Walikota Jakarta Selatan Tergugat belum juga hadir atau mengirimkan 

wakilnya dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa kemudian Gugatan Para Penggugat dibacakan dan Penggugat tetap 

pada gugatannya dan tidak ada perubahan serta mohon dilanjutkan perkara 

ini;

4. Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah 

mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana telah dicocokkan dan sesuai 

dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

5. Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di 

persidangan :

5.1. Saksi: Renny Dwi Arsi Yuliar, menerangkan :
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5.1.1. Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi 
adalah keponakan Penggugat dan adalah kakak dari 

Tergugat;
5.1.2. Bahwa benar Penggugat pernah mengangkat seorang anak 

perempuan bernama Floretha Novariani W sejak umur 2 
tahun dan telah diasuh spseti layaknya anak sendiri;

5.1.3. Bahwa benar Tergugat sekarang sudah menikah dan pada
saat menikah dengan caranya sendiri tanpa minta ijin dari 
orang tua angkatnya;

5.1.4. Bahwa benar Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi
alamatnya;

5.1.5. Bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan 
karena saksi termasuk salah seorang saksi yang ikut 
menandatangani surat pernyataan tersebut;

5.1.6. Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan kediamannya 
dan orang tua angkatnya sejak tahun 2001.

Saksi: Susetyo Sadewo, menerangkan ;

5.2.1. Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang adalah 
suami isteri;

5.2.2. Bahwa benar saksi adalah kakak ipar dari Tergugat;
5.2.3. Bahwa benar Tergugat adalah anak angkat dari Para 

Penggugat;

5.2.4. Bahwa benar antara Penggugat Han Tergugat sering 
bertengkar dimana Tergugat sering meninggalkan rumah 
Para Penggugat;

5.2.5. Bahwa benar TErgugat sekarang sudah menikah tanpa ijin 
dari orang tua angkatnya dan sekarang tidak diketahui 
alamatnya;
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5.2.6. Bahwa benar Tergugat terakhir tinggal dengan saksi

5.2.7. Bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan 

yang isinya Tergugat melepaskan status anak angkat dari 

Para Penggugat.

6. Bahwa kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan 

mohon untuk putusan;

7. Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini maka segala sesuatu 

yang teijadi di persidangan sudah termuat di dalam berita acara 

persidangan ini dianggap telah termasuk pula di dalam putusan ini;

8. Bahwa gugatan Penggugat dimaksud sebagaimana telah dikemukakan 

diatas;

9. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan 

bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis 

lahi dimana Tergugat sebagai seorang anak yang telah diangkat oleh Para 

Penggugat dan telah diasuh sejak berumur 2 tahun hingga dewasa perilaku 

Tergugat sangat tidak terpuji dan sering melawan serta membantah 

kehendak Para Penggugat sebagai orang tua angkatnya;

10. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan telah menyatakan 

memutuskan hubungan dengan Para Penggugat sesuai surat 

pernyataannya, menandakan bahwa hubungan antara Para Penggugat 

sebagai orang tua angkatnya dengan Tergugat telah meretakkan hubungan 

cinta kasih antara orang tua dan anak dalam keluarga;
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11. Bahwa memperhatikan situasi yang sedemikian, wajar dan patutlah 
apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan 

tersebut diatas;

12. Bahwa dengan bertitik tolak kepada uraian gugatn Penggugat dan dengan 
diikuti pula dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menguatkan 
gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dpat mengambil kesimpulan 
bahwa benar telah teijadi ketidak harmonisan antara Para Penggugat 

dengan Tergugat sebagai akibat sikap Tergugat;

13. Bahwa dengan mengamati keadaan yang demikian, apabila dibiarkan terus 
sudah barang tentu yang teijadi hanyalah ketersiksaan lahir dan bathin 
Para Penggugat dengan sikap Tergugat sebagai anak angkat yang 
seharusnya berterima kasih telah dididik dan dibesarkan oleh Para 
Penggugat menjadi anak yang dewasa dan berpendidikan;

14. Bahwa dan pada Para Penggugat dibiarkan terus dalam ketersiksaan lahir 
dan bathin, Majelis Hakim berpendapat menyatakan putus hubungan Para 
Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya;

15. Bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2001, dengan suka 
rela tanpa paksaan siapapun telah membuat surat pernyataannya;

16. Bahwa berdasarkan atas peiiimhangan-pprtimhangan tersebut, majelis 
Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan 
Penggugat, yakni memutuskan hubungan antara Para Penggugat sebagai 
orang tua angkat dengan Tergugat sebagai anak angkat dengan segala 
akibat hukumnya;
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17. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara 
tersebut, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang 
jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku maka gugatan pembatalan adopsi yang diajukan oleh 
Penggugat dikabulkan dan dinyatakan putus hubungan Para Penggugat dengan 
Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya, serta dibatalkan 
Penetepan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No. 
089/Pdt/P/1986/PN.Jak.Sel tentang Pengangkatan Floretha Novariani W 
sebagai anak angkat yang sah dari Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati.

Dalam kasus diatas, pengangkatan Tergugat sebagai anak oleh Para 
Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam prosedur 
permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar WNI sebagaimana 
dimaksud di dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri No.
41 /HUK/KEP/VII/1984, sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung 
dengan orang tua angkat diperbolehkan.
Dalam kasus ini pengangkatan anak dilakukan antara Para Penggugat 
sebagai orang tua angkat dan Abu Haryono dan Retno Yudari sebagai 
orang tua kandung.

2. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun. 

Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, Para Penggugat 
berstatus kawin.
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3. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata 

untuk kepentingan kesejahteraan anak.
Di dalam Ketetapan Pengangkatan Anak No. 809 / Pdt / P / 1986 / 
PN.Jkt.Sel disebutkan janji dan kesanggupan dari Para Penggugat didepan 
persidangan untuk tidak akan menyia-nyiakan anak tersebut dan akan 
memperlakukan sebagai anak kandung sendiri, demikian pula terhadap 
harta warisan Para Penggugat kelak bahwa anak tersebut akan berhak 
atasnya.

4. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak 
Di dalam Ketetapan Pengangkatan Anak No. 809/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel 
disebutkan bahwa Para Penggugat belum dikaruniai anak seorangpun, 
tidak memungkinkan untuk melahirkan anak sehingga berkeinginan untuk 
mengangkat seorang anak guna melanjutkan keturunan Para Penggugat 
dikemudian hari

5. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
Dalam Ketetapan Pengangkatan Anak No. 809/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel 
disebutkan bahwa Para Penggugat cukup berpenghasilan untuk mendidik 
dan merawat Tergugat.

6. Persetujuan dari orang tua/wali.

Ijin dari orang tua kandung Tergugat untuk mengangkat Terguta sebagai 
anak.

Dari uraian diatas maka pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 23/2002, dimana di 
dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: pengangkatan ¡*r\ak hanya dapat
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dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat 
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan demikian tujuan dan persyaratan pengangkatan anak sudah dipenuhi oleh 
Para Penggugat.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, tujuan pengangkatan anak dalam 
kasus ini tidak hanya dari segi kepentingan anak saja yaitu untuk kesejahteraan 
anak dengan pengurusan, pemeliharaaan dan pendidikan yang lebih baik, namun 
juga segi kepentingan Para Penggugat sebagai yang mengangkat anak, yang 
dalam hal ini untuk melanjutkan keturunan Para Penggunggat di kemudian hari. 
Apabila dibandingkan dengan lembaga adopsi di negeri Belanda, maka 
merupakan hal yang menarik bahwa di negeri Belanda tujuan dari diadakannya 
adopsi adalah bukan untuk kepentingan adoptan, melainkan merupakan bagian 
dari perlindungan anak-anak19.

Hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis
lagi dimana Tergugat berperilaku sangat tidak terpuji dan sering melawan serta
membantah kehendak Para Penggugat serta telah menyatakan dalam surat
pernyataannya untuk memutuskan hubungan dengan Penggugat, mengakibatkan

20 * • •pengajuan gugatan pembatalan adopsi dikabulkan . Dilihat dari segi tujuan 
diadakannya lembaga adopsi, maka dengan pembatalan tersebut maka tujuan dari 
diadakannya adopsi menjadi tidak tercapai. Selain itu dengan pengajuan 
pembatalan adopsi tersebut maka terjadi pelanggaran atas janji yang dinyatakan 
oleh Para Penggugat di dalam Penetapan Pengangkatan Anak No.

19 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, cet. 2, (Jakarta: 
PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 278.

20 Hasil wawancara dengan Bapak Dugo Prayogo, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

54 UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Melania Desfiana Artiani, FH UI, 2009



089/Pdt/P/l 986/PN.Jkt.Sel untuk tidak akan menyia-nyiakan Tergugat dan 

memperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Dilihat dari hubungan orang tua 

dan anak maka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dengan 

pengangkatan anak berakibat pada kedudukan anak angkat menjadi seperti 

kedudukan anak kandung. Ketidak harmonisan hubungan antara orang tua dengan 

anak kandungnya tidak menjadi alasan untuk meniadakan hubungan orang tua 

dengan anak kandungnya tersebut, dengan demikian dalam hubungan antara 

orang tua angkat dengan anak angkat, ketidakharmonisan antara orang tua angkat 

dengan anak angkatnya seharusnya tidak menjadikan alasan pembatalan adopsi 

untuk meniadakan hubungan antara dengan orang tua angkat dan anak angkatnya 

tersebut. Seharusnya dilakukan segala upaya sehingga hubungan antara Para 

Penggugat sebagai orang tua angkat dan Tergugat sebagai anak angkat menjadi 

harmonis kembali.

Apabila kita melihat pada ketentuan didalam Staatsblad 1917 Nomor 129, 

dimana didalam Pasal 15 ayat 1 diatur bahwa adopsi tidak dapat dihapus oleh 

persetujuan pihak adoptan dan adoptandus, maka seharusnya dalam kasus diatas 

pembatalan adopsi tidak dapat dilakukan walaupun atas persetujuan dari Para 

Penggugat sebagai orang tua angkatnya maupun persetujuan dari Tergugat 

sebagai anak angkatnya.

Pembatalan tersebut mengakibatkan segala hak dan kewajiban yang 

melekat pada Tergugat sebagai anak angkat menjadi hilang, antara lain seperti: 

hak untuk memakai nama keluarga, hak untuk memperoleh pemeliharaan dan 

pendidikan, hak untuk menerima warisan. Selain itu kewajiban-kewajiban yang 

melekat pada Para Penggugat menjadi hilang, antara lain seperti : kewajiban 

untuk memelihara dan mendidik Tergugat sebaik-baiknya.
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Timbul pertanyaan sehubungan dengan hak-hak dan manfaat-manfaat 

yang telah diperoleh oleh Tergugat sebelum pembatalan adopsi, apakah Tergugat 
wajib mengembalikan hak-hak dan manfaat-manfaat yang telah diperoleh tersebut 
atau tidak, mengingat hakim memutuskan untuk membatalkan Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No. 089/Pdt/P/1986 
PN.Jak.Sel tentang pengangkatan Tergugat sebagai anak. Dengan membatalkan 
pengangkatan Tergugat sebagai anak apakah berarti membawa segala sesuatu 
kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah teijadi pengangkatan 

Tergugat sebagai anak oleh Para Penggugat.

Seperti halnya dengan pengangkatan anak, maka pembatalan adopsi harus 
dilanjutkan dengan kewajiban pelaporan pembatalan tersebut kepada Instansi 
Pelaksana (perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang 
melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yang 
menerbitkan kutipan akta kelahiran. Selanjutnya instansi tersebut melakukan 
tindakan-tindakan administratif yang diperlukan dibidang kependudukan. Namun 
demikian di dalam UU No 23/2006 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2007 (selanjutnya disebut “PP No 37/2007”) tentang Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, belum 
mengatur mengenai pencatatan sehubungan dengan pembatalan adopsi. 
Pencatatan pembatalan adopsi tidak dapat kita kaitkan dengan pencatatan 
Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 UU No 
23/2006, karena peristiwa pembatalan adopsi tidak termasuk di dalam definisi 
Peristiwa Penting menurut UU No 23/2006 dan PP No 37/2007. Di dalam Pasal 1 
butir 17 UU No. 23/2006 dan Pasal 1 butir 21 PP No 37/2007 yang dimaksud 
dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi 
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
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kewarganegaraan. Kedua ketentuan tersebut tidak memasukkan pembatalan 

adopsi ke dalam definisi mengenai Peristiwa Penting.

Sehubungan dengan kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, 

dimana pada kasus pengajuan pembatalan adopsi No. 500/Pdt. G/1999/PN. Jak 

Sel pengajuan pembatalan tidak diterima dikarenakan prinsip bahwa adopsi tidak 

dapat dibatalkan, sedangkan pada kasus pengajuan pembatalan adopsi No. 

47/Pdt.G/2003/PN. Jak Sel, dimana pengajuan pembatalan adopsi diterima 

dengan alasan sudah tidak tercapai lagi keharmonisan antara Para Penggugat 

sebagai orang tua angkat dan Tergugat sebagai anak angkat, terlihat bahwa 

terdapat ketidak konsistenan hakim dalam memutus perkara mengenai pembatalan 

adopsi. Seharusnya pembatalan adopsi antara kakek nenek sebagai orang tua 

angkat kepada cucunya sebagai anak angkat sebagaimana dimaksud di dalam 

kasus No. 500/Pdt. G/1999/PN. Jak.Sel, dimungkinkan untuk dibatalkan 

dibandingkan dengan kasus pembatalan adopsi dikarenakan sudah tidak adanya 

kesesuaian antara orang tua angkat dan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam 

kasus No. 47/rdt.u/20u3/PN. Jak.Sel. Apabila melihat pada tujuan daripada 

pengangkatan anak pada kedua kasus diatas adalah untuk kesejahteraan anak vang 

dianekat. dan ianii dariDada orangtua angkat untuk memelihara, mendidik serta 

meneasini anak seDerti anak kandune sendiri, maka aaoDsi Dada DrinsiDnva tidak 

danai dibatalkan, rada kasus-kasus tertenru senerti Dada kasus sebasaimana 

dimaksud di daiam Dutusan No. 5uG/rdt. o/ivvv/i'N. Jak Sei. acar nubunean 

hukum antara kakek-nenek. anak dan cucu tidak meniaai rancu dikarenakan 

aaoosi cucu oleh kakek-nenetcnva. menurut DenaaDat kami aaoDsi daoat 

dibatalkan. Ketidak konsistenan Dada Dutusan atas kasus diatas dikarenakan 

ketentuan-ketentuan vang beriaku sekarans ini mcnccnai aaoDsi bcium cukud
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Apabila kita bandingkan dengan adopsi menurut Burgelijk Wetboek 
(selanjutnya disebut “B.W.”) Belanda yang baru maka ketentuan mengenai 
adopsi diatur lebih jelas. Sebagai contoh adalah larangan adopsi keturunan 
sendiri. Di dalam pasal 228 ayat (1) B.W Belanda disebutkan bahwa adoptandus 
tidak boleh merupakan anak sah atau anak luar kawin dari anak atau anak luar 
kawin dari adoptan21. Dengan demikian pada prinsipnya tidak mungkin untuk 
mengadopsi keturunan sendiri, untuk lebih jelasnya Pasal 228 ayat (1) B.W 
Belanda diuraikan sebagai berikut22:

1. adoptandus harus bukan anak sah dari anak sah adoptan, atau dengan 
perkataan lain, bukan cucu melalui anak sah dari adoptan;

2. adoptandus bukan anak luar kawin dari anak sah adoptan;

3. adoptandus harus bukan anak luar kawin dari anak luar kawin dari 
adoptan.

Ketentuan mengenai adopsi yang sekarang berlaku, belum mengatur mengenai 
larangan atas adopsi atas keturunan dalam garis lurus kebawah, sehingga adopsi 
nenek terhadap cucunya masih mungkin untuk dilakukan. Selain itu, dengan 
adanya ketentuan mengenai syarat anak yang diangkat berada dalam asuhan 
keluarga sebagaimana dimaksud di dalam PP No 54/2007 mengakibatkan 
dibukanya kemungkinan adopsi atas keturunan sendiri seperti di dalam kasus 
diatas.

21 Ibid.„ hal. 284.

22 Ibid., hal 284-285.
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Dalam B.W. Belanda, pembatalan adopsi dimungkinkan untuk dilakukan. 

Mengenai pembatalan adopsi pengaturannya ada didalam Pasal 231. Dalam Pasal 

231 B.W. Belanda disebutkan bahwa suatu adopsi atas permintaan dari 

adoptandus dapat dibatalkan, dengan dipenuhinya beberapa syarat yaitu23:

1. Pembatalan ini nyata-nyata adalah demi kepentingan adoptandus;

2. Hakim yakin bahwa adopsi itu pantas untuk dibatalkan;

3. Adopsi telah berlangsung tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 

tahun, terhitung sejak adoptandus mencapai usia dewasa.

Walaupun pada prinsipnya adopsi tidak dapat dibatalkan, namun dalam 

perkembangannya terdapat hal-hal penting yang mendorong perlunya diajukan 

pembatalan suatu adopsi. Untuk itu perlu kiranya diatur mengenai ketentuan 

pembatalan seperti halnya B.W. Belanda. Namun agar supaya upaya pembatalan 

tidak untuk diselewengkan dan untuk kepentingan adoptandus, maka perlu diatur 

syarat-syarat dan prosedur tertentu.

23 Ibid., hal 291.
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BAB IV 

PENUTUP

Dari pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul 

sehubungan dengan pengajuan gugatan pembatalan adopsi sebagaimana kasus- 

kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan-kesimpulan 

yang dapat diambil beserta saran adalah sebagaimana dibawah ini.

A. Kesimpulan

1. Pengajuan pembatalan adopsi sebagaimana dimaksud di dalam kasus yang

diputuskan dengan putusan nomor 500/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel tidak 

dikabulkan oleh Hakim, dengan demikian berakibat pada kedudukan 

hukum Nadia Astari adalah tetap sebagai anak angkat dari orang tua 

angkatnya yaitu : Dra. R.R. Soelastri Djojosukarto dan Ir. R.M. Hadi

Kusumo Amijoyo, yang merupakan kakek nenek dari Nadia Astari. Oleh

karenanya kedudukannya adalah sama (yaitu sebagai anak) dengan Retno 

Sandrawali yiliig merupakan ibu kandungnya serta Irawati dan Listyawati 

yang merupakan bibi-bibinya. Dalam hal pCWflrisan berakibat pada Nadia 

Astari berhak mewaris dalam derajad yang sama dengan anak kandung 

lainnya, yaitu: Retno Sandrawati yang merupakan ibu kandungnya, serta 

Irawati dan Listyawati. Tidak dikabulkannya pembatalan adopsi 

metlgllkibfltkSf} kerancuan silsilah keluarga.

2. Pengajuan pembatalan adopsi sebagaimana d i m a k i kasus yang 

diputuskan dengan putusan nomor 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, dikabulkan 

oleh hakim. Dengan demikian kedudukan Floretha Novariani W tidak 

dipersamakan lagi sebagai anak kandung. Dengan diputuskannya
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pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 
1986 No. 089/Pdt/P/1986 PNJak.Sel tentang pengangkatan Floretha 
Novariani W sebagai anak membawa akibat seolah-olah tidak pernah 
teijadi pengangkatannya sebagai anak oleh orang tua angkatnya, yaitu : Ir. 
A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati, sehingga hak-hak dan manfaat- 
manfaat yang telah diperoleh oleh Floretha Novariani W sebelum 
pembatalan adopsi, seakan-akan wajib dikembalikan kepada orang tua
angkatnya Namu menurut pendapat penulis, hak-hak dan manfaat-
manfaat yang telah diperoleh olehnya sebelum tanggal putusan 
pengangkatan analc Hihatallcan, tetap menjadi milik Floretha Novariani W. 
Sedangkan sejak tanppal putusan pengangkatan anak dibatalkan, ia tidak 
dapat menikmati hak-hak «fan manfaat-manfaat yang seharusnya diperoleh 
dalam kedudukannya sebagai anak angkat dan A. Alim Fauzi MA dan Ny. 
Sri Nuryati.

3. Ketidakkonsistenan hakim dalam memutus perkara pengajuan pembatalan

adopsi sebagaimana diuraikan dalam kasus-kasus diatas disebabkan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai adopsi belum 

cukup memadai.

B. Saran

Ketentuan-ketentuan yang ada sekarang ini mengenai pengangkatan anak 
belum cukup memadai. Perlu kiranya dilakukan perbaikan di dalam 
syarat-syarat pengangkatan anak di dalam PP No. 54/2007 dimana 
ketentuan mengenai “berada dalam asuhan keluarga” dihilangkan 
sehingga yang hanya dapat diangkat adalah anak terlantar atau 
ditelantarkan, dengan demikian tujuan pengangkatan anak untuk
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kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

anak dan perlindungan anak menjadi terpenuhi. Apabila ketentuan tersebut 

dihilangkan maka adopsi atas keturunan dalam garis lurus kebawah 

sebagaimana dalam kasus yang telah diuraikan sebelumnya, tidak terjadi 

lagi. Perlu juga diatur mengenai ketentuan tentang pembatalan adopsi. 

Namun agar supaya upaya pembatalan tidak untuk diselewengkan dan 

untuk kepentingan adoptandus, maka perlu diatur syarat-syarat dan 

prosedur tertentu seperti : pembatalan adopsi tidak dapat dilakukan 

berdasarkan persetujuan baik dari salah satu pihak adoptan atau 

adoptandus maupun kedua belah pihak, adopsi telah berlangsung tidak 

kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun, terhitung sejak 

adoptandus mencapai usia dewasa.
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D2-P No. 0063376

P U T U S A N

No. 500/Pdt. G/1999/PN.JAK.SEL.-

DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA.-

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa 

dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil

putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara ---------

D ra . R R . SOELASTRI DJOJOSUKARTO, alamat Villa Jati Padang Kav. 22 

R T  002/08 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan 

I r .  R .M . HADI KUSUMO AM IJOYO, alamat Villa Gunung Lestari blok 

D 1/5 jalan Bukit Barisan Jombang Ciputat Tangerang Jawa Barat, 

dipersidangan keduanya diwakili kuasanya, Jose Rizal S.H, advokat pada 

L aw  F irm  Jose, Edison, Zarlis, berkantor dijalan Sisingamangaraja No. 24 

Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 1999, sebagai 

P E N G G U G A T  I dan P E N G G U G A T  H ; -----------------

-------------------------------------  M E L A W A N  ----------------------------------

Ny. R ETN O  SANDRA W ATI, tinggal dijalan Cucur Timur VI blok A. 8 

No. 8 Bintaro Jaya Jakarta Selatan, dipersidangan diwakili adik kandungnya, 

Ny. I r  a w a t i, tinggal dijalan Kebagusan 111/73 Pasar Minggu Jakarta 

selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Desember 1999 sebagai pihak 
T E R G U G A T

PENGADILAN NEGERI tersebut 

Setelah membaca surat - surat perkara 

Setelah mendengar kedua pihak 

Setelah meneliti surat bukti
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2 D2-P No. 0063377

-------------------- TENTANG DUDUK PERKARA -----------------------------

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 
1 Nopember 1999, terdaftar dengan No. 500/Pdt.G/1999/PN. JAK.SEL telah 

menggugat tergugat atas hal - hal sebagai berikut -----------------

1. Bahwa penggugat I dan II melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan tanggal 10 Januari 1985 No. 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel dalam amarnya 
menetapkan penggugat I dan II sebagai orang tua angkat dari putri tergugat 
yang bernama Nadia Astari, lahir di Jakarta 24 September 1981 (bukti P. 1);

2. Bahwa anak angkat penggugat I dan II adalah putri sulung tergugat dari
perkawinannya dengan Muhdi Priyadi Wijaya, kutipan akta nikah dari kantor 
Urusan Agama Kecamatan Cilandak tanggal 26 Mei 1981 ; ----------------

3. Bahwa pengangkatan Nadia Astari putri sulung tergug?t oleh penggugat 1,0
berdasarkan atas permohonan penggugat I, II tanggal 26 Nopember 1984 dan 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 813/ 
Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel, alasan yang sangat penting dan mendasar diajukannya 
permohonan adopsi tersebut dengan pertimbangan -----------------------

— bahwa perkawinan tergugat dengan Muhdi Priyadi Wijaya putus karena

perceraian ; ------------------------------------------------------------------------
— tergugat melanjutkan pendidikannya ke Australia , -------------------
— pengawasan & pendidikan Nadia Astari harus mendapat perhatian serta

4. Bahwa penggugat I, n  mengajukan gugatan pembatalan adopsi ini karena

adanya permintaan dari Nadia Astari kepada penggugat I, II & tergugat karena 
anak angkat penggugat I, II usianya telah mendekati dewasa dengan menyada­

ri serta mengetahui bahwa ibu kandungnya adalah tergugat dan penggugat
I, II selaku orang tua kandung dari tergugat ; ----------- ---------------
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3 D2-P No. 0063378

5. Bahwa pembatalan ini selain alasan diatas penggugat 1, II baru menyadari
akan dampak dari penetapan adopsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

813/Pdt.G/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1995 bertentangan dengan prinsip 
hukum adopsi karena yang diadopsi adalah cucu sendiri sehingga menjadi 

rancu dalam hukum waris adik tergugat dengan sendirinya menjadi berkurang 
dengan ditetapkannya anak tergugat selaku ahli waris penggugat I, II ; ------

6. Bahwa tergugat selaku ibu kandung dari anak angkat penggugat I, n  telah
berkeluarga kembali dan bekerja disebuah perusahaan swasta asing di Jakarta 

dengan kehidupan mapan sehingga penggugat I, U merasa cukup alasan untuk

mengembalikan anak angkatnya dengan kedudukan hukum seperti semula dari 
penggugat I, II kepada tergugat dengan segala akibat hukumnya ; -------

berdasarkan hal -  hal diatas penggugat I, II mohon kepada majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : —

1. menerima gugatan penggugat I, n  untuk seluruhnya ; ---------------

2. menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 813/Pdt.P/l984/

PN.Jak.Sel tanggal 10 Januan 1995 batal karena hukum ; -------- ——
3. menyatakan karena hukum tergugat adalah anak kandung penggugat I, n
4. menyatakan karena hukum tergugat sebagai ibu kandung Nadia Astari ; —

5. menyatakan Nadia Astari anak angkat penggugat I, n dikembalikan kedudukan

hukumnya semula dari penggugat I, II kepada tergugat selaku ibu kandung
dengan segala akibat hukumnya ; ____________________________

6. menyatakan karena hukum sejak putusan penggugat I, II tidak lagi selaku 
orang tua angkat Nadia Astari dan segala surat yang masih berkaitan dengan 
kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat batal karena hukum ; --

7. menghukum penggugat I, II membayar biaya perkara ; --------------------

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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4 D2-P No. 0063379

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan hadir kuasa 
kedua pihak berperkara dimana majelis telah berusaha untuk mendamaikannya 
akan tetapi tidak berhasil karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan 

membacakan gugatan penggugat yang telah diperbaiki tersebut ; --------

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut oleh kuasa tergugat 
telah disampaikan jawaban tanggal 8 Desember 1999 yang selengkapnya 
mengemukakan hal - hal sebagai berikut ; ------------------------------------------

1. bahwa semua dalil yang disampaikan penggugat 1, II dalam gugatannya tgl 
1 Nopember 1999 tentang pembatalan adopsi atas diri putri tergugat yang 
bernama Nadia Astari lahir di Jakarta 24 September 1981 adalah benar ; —

2. bahwa pengangkatan anak tergugat oleh penggugat I, II ( orang tua tergugat)
tujuannya seperti diungkapkan penggugat I, II dalam posita point 3 ; --------

3. Bahwa tergugat selaku ibu kandung anak angkat penggugat I, II menyetujui
pembatalan adopsi yang diajukan penggugat I, H karena tergugat tidak ingin
pula kalau anak angkat penggugat I, II nantinya jadi pemicu oleh adik — adik 
tergugat dalam masaalah harta peninggalan penggugat I, II ; ---------------

4. tergugat selain itu telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai karyawan

swasta tentu sangat bersyukur jika status hukum anak tergugat dikembalikan 
kepada tergugat dengan hak semula meski anak angkat penggugat I, II lebih
banyak tinggal bersama tergugat ketimbang dengan penggugat I, II ; -------

berdasarkan hal tersebut diatas, tergugat mohon agar majelis hakim berkenan 
memberi putusan menerima gugatan penggugat I, II seluruhnya ; --------------

Menimbang, bahwa penggugat I, II dan tergugat tidak lagi mengajukan 
replik maupun duplik dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah 

mengajukan 4 (empat) set surat bukti tanda P. 1 s/d P.4 berupa photo copy 
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu , ---------------
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1 Penetapan No. 813/Pdt.G/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1985 tanda P. 1 ;

2. Akta kelahiran a/n Rd. Roro Retno Sandra Wati No. 3964/1963 tanda P.2

3. Akta kelahiran a/n Nadia Astari No. 43/P/JS/1987 tanda P.3 ; ----------------- ----------

4. Surat keterangan kelahiran a/n Nadia Astari No. 259/SKK/1981 tanda P.4 ; —

Menimbang, bahwa karena kedua pihak berperkara telah 

menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dipersidangan ini maka 

majelis berpendapat bahwa perkara ini segera dapat diputus ;

-------------------------  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----------------------

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas; -

Menimbang, dengan gugatan tersebut didalilkan bahwa penggugat

telah mengangkat anak bernama Nadia Astari, yang sebenarnya adalah cucu 

kandung penggugat sebab ibunya adalah anak kandung penggugat, anak 

mana sekarang ini mendekati dewasa dan mengatahui keadaan sebenarnya maka 

penggugat mohon agar penetapan pengangkatan anak tersebut dibatalkan serta

tuntutan lainnya sesuai petitum surat gugatannya ; ----------------------

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan dan menyetujui gugatan 

penggugat tersebut ; -----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan, diakui tergugat dan 

didukung surat bukti sehingga merupakan fakta tersebut, majelis berpendapat

bahwa benar penggugat tersebut sesuai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan No. 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1985 telah mengangkat 

anak sebenarnya adalah cucu kandungnya sendiri dengan alasan perkawinan 

tergugat putus karena perceraian, tergugat melanjutkan pendidikan ke Australia

dan Nadia Astari harus mendapat perhatian dan kasih sayang ; ------------

Menimbang, bahwa dengan fakta - fakta tersebut, majelis berpendapat
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jika hanya dengan alasan-alasan tersebut sebenarnya penggugat tidak perlu 

melakukan pengangkatan sebab sebagai kakek/ nenek dengan sendirinya turut 
bertanggung - jawab terhadap cucu - cucunya, selain itu, dengan pengangkatan 
tersebut telah terjadi kerancuan silsilah, cucu jadi anak, anak sebenarnya 

cucu sehingga memang tidak harus dipertahankan, namun masaalahnya, yang 

mengajukan pembatalan justru yang dulu mengajukan permohonan yang mestinya 
memikirkan dengan mendalam akibat hukum dari satu adopsi sehingga tidak 
dengan mudah dan begitu saja mohon pembatalan sebab pengangkatan anak 
hakekatnya tidak dapat dibatalkan apapun alasannya, bahkan sekalipun anak 
itu durhaka maka hak warisnya yang dicabut, disamping itu, dari pengamatan
majelis atas posita gugatan, tidak terlihat kepentingan hukum penggugat atas 
pembatalan tersebut, kepentingan hukum utama yang ada adalah kepentingan
hukum Nadia Astari dan kepentingan hukum saudara - saudara tergugat dalam 

pewarisan nantinya padahal kepentingan hukum itu merupakan alasan utama 
diajukannya suatu gugatan karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima ; -----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat 
diterima maka penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal - pasal dari peraturan per-undang - undang - an yang 

berkenaan dengan perkara ini : ----------------------------------------------

-------------------------------  M E N G A D I L I ---------------------

— menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----------

— menghukum penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang
hingga saat ini berjumlah Rp 159.000.- ( seratus lima puluh sembilan
ribu rupiah ) ; ---------- --------------------------------------------

Tinjauan yuridis..., Melania Desfiana Artiani, FH UI, 2009



PENGADILAN NEGERI 
J A K A R T A  S E L A T A N

S A L I N A N  RESM I  
I I T E T A P A N  P E R K A R A  P E R D A T A

No. : P/19.84/P1!.. Jkt .Se 1.  -

Piira pihak : H ,M. IIADI ICUSUI-IO AIJJOYO dan 

H r- SC3LASTRI DJOJOSIUCARTO 
' t i f f . 3 KADI 'JCUSUKO’ KliTjOYO) ,  
sua 1:1 i  -  i  s  t e r i  b e r te m p a t t i n ^ c a !  
d.i J a l a n  B u n c it  Raya ITo.101 C 
H i ,0 0 5 /0 5  I 'e l r  Te,<>al-Parang,

. -
D ib e rik a n
kepada : e .- r. P c n o h o n ;

Tnnggal : .1 0  J a n u a r i  .1 9 .8 5 .-

- r

Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan 

Panitera Kepala,

^ J ^ O n O IN D A  JIASUliOH SH.) 
IvMP. 04 0028810---W

Tinjauan yuridis..., Melania Desfiana Artiani, FH UI, 2009



K E T E T A P A N
lio. 813/Pclt/P /1984/PN . J k t «S e l .

I3EMI KEADIIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG KAHA ESA.

Kami, Hakim P engad ilan  N eg e ri J a k a r t a  S e l a t a n  y a n g  
m engad ili p e rk a ra  P e rd a ta  dalam t in g k a t  p e r ta m a , t e l a h  m en b e ri 
K etetapan  e e p e r t i  a ib av ah  i n i ,  a ta c  perm ohonan d a r i  t

R.Ml'HADI KUSUHO AMIJOYO dan 
' R r. SOEIASTRI DJOJOSUKARTO. s u a m i - i s t e r l  b e r t e m p a t  t i n g — 

(Ny.S.HADI KUST7M0 AMIJDTO) g a l  d i  J a l a n  B u n c i t  Raya lio .
101 C R t » 005 -Rw. 03 K e lu r a -  

‘ • lian T e g a l P a ra n g  J a k a r t a  Se­
l a t a n ,  s e l a n ju t n y a  d i s e b u t  
s e b a g a i  : PARA PEMOHOH ; .

.  ■ * ■ /  * ■ '  .  - .  • * • • •  - • .  •  . * * ! ■ .

. Hakim P en g ad ilan  N egeri t e r s e b u t  ; . •
m "  lfendeiigar PemoKon b e s e r ta  a a k s i - 3a k s ii iy a  ;
°J K em b aca 'su ra t-su ra t b u k ti  yang  b e r s a n g k u ta n  ;

^  TBHTANg DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan c u r a t  perm ohonannya t e r ­
ta n g g a l '26 Kopeniber 1984, yang d id a f ta rk a n  d i  K e p a n i te r a a n  Penga­
d i la n  N egeri J a k a r ta  S e la ta n  pada ta n g g a l 1  D esem ber 1984  d ib a v a h  
No. 0 1 3 /P d t/P /l9 8 4 /P H .Jk t« S e l., t e l a h  nongem ukakan s e b a g a i  b e r i -  
fait :

-  Bahwa Pemohon t e l a h  menikah d i  S u r a k a r t a ' p ad a  t a n g g a l  13  Jan u ­
a r i .  1963.

r  Bahwa d a r i  perkaw inan te r s e b u t  t e l a h  d i k a r u n ia i  3 . o ra n g  an ak  
m asing-m asing .bernama \ /  
l i  RBTNO SAKDRAVATI
2 . I  R A W A T I
3 . LISTYAWATI.

-  Bahwa KETNO. SANDHAKATI te la h  berumah ta n g g a  d en g an  K. PRIYADI• . 4 
VIJAYA aan t e l a h  d ik a ru n ia i  1 o rang  nnak y ang  d i b e r in a n a  NADIA
ASTARI. '

-  Bahwa karena o rang  tu a  kandung d r .r i HA DIA ASTARI m a s ih  s a n g a t 
muda/perkawinan muda dan m asing2 m asih dalam  m e n u n tu t ilm u  
sehingga pengawasan dan p en d id ik an  te rh a d a p  NADIA ASTARI k u ra n g  
p e rh a t ia n , maka o leh  karenanya derai p e n d id ik a n ,  p e ra w a ta n  dan

k a s ih
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k a s ih  say an g  te rh a d a p  anak  te r s e b u t  t e t a p  te r a w a t  b a ik ,  iaaka 
kaiiii s e b a g a i  orang tua ±n£;in neiy^ n rkat/adon sl te rh n d a p  a n a k  
NADIA ASTARI.

-  Bahwa NADIA ASTARI s e k a ra n g  te la h  b e r u s ia  3 ta h u n .
-  Bahwa s e ja k  beinunur 6 b u la n  NADIA ASTARI sudah  dibaw ah asiihan  

kam i h in g g a  s e k a ra n g  i n i .
-  Bahwa P a ra  Pemohon sanggup dan b e r s e d ia  u n tu k  menganggap anal: 

t e r s e b u t  s e b a g a i  anak  kandung y^ng s a h , dan ak an  m em berikan 
hak2  s e b a g a i  a h l i  w a r is  d a r i  P ara  Pemohon.

-  Bahwa pengangkatan anak te rse b u t t e l a h  p u la  mendapat p e r s e t u ­
ju a n  d a r i  anak2 kandung Pemohon lainnya dan ju g a  d a r i  kedua 
o ra n g  tu a  kandung NADIA ASTARI.

-  Bahwa u n tu k  memenuhi p e ra tu ra n  pengangkatan  a n a k , d ip e r lu k a n  
P e n e ta p a n  an ak  a n g k a t d a r i  P en g ad ilan  N e g e ri.

B e rd a s a rk a n  h a l2  t e r s e b u t  d i a t a s  s u d i la h  k ira n y a  Bapak K e tu a  
P e n g a d i la n  N e g e r i J a k a r t a  Selatan memberikan K e te tap an  bahwa 

KADI KUSUMO AHIJOYO dan R r. GOEIASTRI DJOJOSUKARTO/Nv.
7x<r.S.. 1LADI KUSU140 AHIJOYO a d a la h  ayah  dan ib u  an g k at d a r i  anak  pe­

nipuan y an g  bernam a NADIA ASTAHl, l a h i r  d i  J a k a r ta  pada ta n g g a l  
S e p tem b er 193 1 , s e b a g a i anak  an g k a t d a r i  P a ra  Penohon.

A ta s  te r k a b u ln y a  permohonan t e r s e b u t  d i a t a s ,  P ara  Pemohon 
m engucapkan te r im a  k a s ih .  . '

M enim bang, bahwa dalam  p e rs id a n g a n  yang t e l a h  d i te ta p k a n  
Pemohon Ny„ R r . SOELASTRI DJOJOSUKARTO te la h  d a tan g  menghadap 
s e d a n g k a ii Pemohon R..M.' HADI KUSUMO AHIJOYO t id a k  h a d i r  d i p e r s i -  
clangan d a n  t e l a h  m em berikan kuasa  kepada N y.R r. S OEM S TRI DJOJO- 
SUKARTO b e r d a s a r k a n  s u r a t  k u asa  t', r  ta n g g a l  18 Desember 1984, 
se d a n g k a n  Termohon ( ib u  a s l i  d a r i  s i  anak  yang hendak d ia n g k a t)  
t e r s e b u t  h a d i r  s e n d i r i  d ipe  r  s id an g an  d r. n suarni Termohon w alaupun 
t i d a k  l i a d i r  b e rd a s a rk a n  s u r a t  p e rs e tu ju a n n y a  te r t a n g g a l  17 Desem­
b e r  1 9 3 4 , m enyatakan  s e tu j u  a t a s  in i  permohonan Pemohon t e r s e b u t  
d i a  t a  s ;

M enim bang, bahwa anak  yang hendak d ia n g k a t t e r s e b u t  bernam a 
NADIA ASTARI t i d a k  d ih a d irk a n  d id ep an  p e rs id a n g a n  , w alaupun anak  
t e r s e b u t  ad a  d iru m ah  Pemohon, k a re n a  sebeliunnya Pemohon t id a k  
m e n g e r t i  bahwa an ak  t e r s e b u t  h a ru s  dibaw a ke p e rs id a n g a n  {

M enim bang, bahwa d i  p e rs id a n g a n  Pemohon t e l a h  m enerangkan, 
bahw a Pemohon t e l a h  m enikah dengan R.M. IIADI KUSUMO AHIJOYO yang

d j Ir.nftsun/rkan .................................
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d ila n g c uii¿kan d i  S u rak arta  pada ta n g g a l 13 J a n u a r i  1963» Q&n d a r i  
perkaw inan te r s e b u t  te la h  d i la h i rk a n  3 ( t i g a )  o ra n g  a n n k  y a i t u  : .*
1 . HETNO SAHDRAV.'ATI, anak perempuan l a h i r  d i  J a k a r t a  t a n g g a l  2 4 -  ^ 

liopember 1963 I
2 . I  R A W A T  I ,  anak perempuan l a h i r  d i  J a k a r t a  t a n g g a l  1 5 — 

Olctoher 1965 ;
3.LISTYAWATI, anak perempuan l a h i r  d i  J a k r .r ta  t a n g g a l  1  I2a r e t  -  

1970 ;

Menimbang, bahwa makBud d a r i  penganeka t a n  a n a k  t e r e e b u t  a
i a l a h  d ikarenakan  a n ta ra  kedua orang tu a  krmdung d a r i  a n a k  y a n g  
akan  d ian g k at sudah t id a k  ada kecoookan l a g i  d an  o l e h  k a r e n a n y a  
t e l a h  b e rp isah  t id a k  s a tu  ruiaah la g i»  y a i t u  eu d ah  s e la m a  2 (d u a )  
tah u n  a k h ir2 i n i  sedangkan ib u  kandung d a r i  a n a k  t e r s e b u t  k i n i  
nas ih  meneruskan p e la ja ran n y a  d i  A u s t r a l i a  (L u a r N e g e r i )  »

Kenimbang, bahwa m enurut k e te ra n g a n  Peaohon bahw a i a  s a n g ­
gup m aravat s e r t a  m endidik sebagaim ana la y a k n y a  a n a k  k a n d u n g n y a  
s e n d i r i ,  dem ikian p u la  dalam h a l  hak me v a r i s  h a r t a  y a n g  m ungkin  

a n tin y a  d itin g g a lk a n  o leh  kedua o rang  tu a  a n g k a tn y a  ;

Menimbang, bahwa d i  p e rs id an g an  Pemohon t e l a h  m en y e rah k an  i 
■ u ra t-su ra t b u k t i  berupa fo to  copy an t& ra ira in  t

1 . S u ra t Nikah d a r i  K.U.A. B a n ja ra a r i -  l - ta  N o. 1 9 /1 9 6 3  f 
te r ta n g g a l  13  J a n u a r i  1963 ( P - l  ) »

C?* a t i p a n  Akta Nikah d a r i  K.U.A. Kocaraiirin C i l rv n d a k -J a k a r ta  
S e la ta n  No. 122/63/V /1931, te r ta n g g a l  26 K ei 1981  ( P -2  ) ;

( 3» S u ra t K eterangan K e lah iran  d a r i  K l in ik  " P r .rw ita B a r i"  N o. 259/**
“  SEK/KSOO/1981, te r ta n g g a l  27 Septem ber 1981 ( P -3  ) »
4 . K artu  Tanda Penduduk (K .T .P .) d a r i  K e lu rah an  T e g a l  P a r a n g ,

Ko. 7620 /43 .05 .34 ,036 , te r ta n g g a l  29 J u l i  1983 a / n .  N y. SOE- 
tUSTBI HADI K,A. ( P -4) }

5 . K artu  Tanda Penduduk (K .T .P .) d a r i  K e lu rah an  T e g a l  P a ra n g »
No. 7629 /26 .08 .34 .032 , te r ta n g g a l  29 J u l i  1983 a / n .  I r .  HADI 
XUSUM0 AHI JOYO ( P-5 )' ;

6. K artu  Tanda Penduduk (K .T .P .) d a r i  K e lu rah an  J o l ia r  B a ru , No. 
20089/240859203, te r ta n g g a l  24 A gustus l ‘J82 a / n .  MOClIAIfliAD 
PHIYADI ( P-6 ) {

7 . S u ra t Pernyataan  te r ta n g g a l  27 Nopember 1984 ( P -7  ) »
8 . Naskah Serah Terima A nak/Pcngangkatan Annk t e r t a n g g a l  27 —

Nopember 1904 ( P-8 ) +
9 . S u ra t  P e rse tu ju an  te r ta n g g a l  17 Desember 1934 ( P -9  ) J
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( 1 0 . y ikte K e la h ira n  d a r i  K an to r C a ta tan  S i p i l  J a k a r ta  N o.39<S4/ -  
V — 1963» t e r ta n g g a l  16 Desember 1983 a /n .  R r. KE TKO SAIiDRAV.’ATI 

( P-10 ) i
1 1 . A kte K e la h ira n  d a r i  K antor C ata tan  S ip i l  Jakzrta  Uo* 257/ -  

1 9 7 0 , t e r ta n g g a l  1 1  Nopember 1970 a /n .  IRAVATI ( P - l l  ) . ;
1 2 . A kte K e la h ira n  d a r i  K antor C a ta tan  S i p i l  Jakarta lio. 2 1 6 /-

DS/1970 a / n .  LHIS'jCYOVJATI ( P-12 ) ;
13» K a r tu  K e lu a rg a  d a r i  K elurahan Kainpang Tegal P arang  lio . 4023C 

t e r t a n g g a l  28 A gustus 1984 ( P-13 ) J

Menimbang, bahwa d i  p ersid an g an  £ e la h  d id en g a r k e te ra n g a n  
s a k s i —B a k s i yang  bernam a t

1 . UMAR SUNGKOHO dan 2 . MfflfliAIHAH C^EARWATI.A ;

balnra., kedua -saksi te r s e b u t  a n ta ra  l a i n  :
1 .  Sake i  Ul-IAR SUK GKONO. umur 38 tah u n , pekerja-an Kraryawan, Aganc

I s i a n ,  bertcrapat t in g g a l  d i  P e la  Nampan* 
R t .009/012 K elurahan P e la  lianpang, Keca­
m atan Iiampang P ra p a ta n -J a k a r ta  S e la ta n , 
s a k s i  trwna sebelum  memberikan k e te ran g ar 
t e l a h  disumpah le b ih  dahulu  menurut k e -  
percayaannya se b a g a i b e r ik u t  s

-  bahwa s a k s i  k e n a l  dengan Pemohon s e ja k  tahun 1973 i
-  bahwa sew ak tu  perkaw inan Pemohon dengan suaminya s a k s i  t i -

dalc m en g etah u i ;
-  bahwa s a k s i  t i d a k  ada hubungan k e lu a rg a  dengan Pemohon ;
-  bahwa s a k s i  k e n a l dengan Pemohon o leh  karena  s a k s i  b e k e rja

pada Pemohon s e ja k  tah u n  1973 ;
-  bahwa dalam  perkaw inannya Pemohon te l a h  d ik a ru n ia i  3 ( t ig a )

o ran g  an ak  yang  m asing-m asing bernama : luviHO SANDRA.V.'ATI# 
IRAWATI dan  LIS'jl'YAWATI dan k e tig an y a  sampai s a a t  i n i  m asih 
s e k o la h  ;• . . . . . . .

-  bahwa s a k s i  m engetahui k a la u  i a  d i ja d ik a n  s a k s i  a d a la h  
sehubungan permohonan Pemohon Untuk mengangkat seo ran g  
an ak  perem puan yang bernama NADIA A 3 TARI ;

-  bahwa s a k s i  m engetahui dan h a d ir  waktu perkaw inan EETHO 
SAliDRAY/ATI dengan suaminya H.' PRIYADI j

-  bahwa d a r i  perkaw inan te r s e b u t  t e l a h  d i la h i rk a n  seo ran g  
an ak  perem puan yang bernama KADIA ASTAKI j

-  bahwa B ejak  + 2 (dua) tahun  a n ta ra  KETIIOSANDRAWATI dan 
suam inya sudah  t id a k  h idup  bersama l a g i  ( t e la h  p isa h )  ;
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-  bahwa anaknya yang bernama KADIA ASTARI s e k a ra n g  d i p e l i h a r a  
o leh  neneknya (Pemohon), k a ren a  ibunya  y a i t u  RE TKO- SAJiDRA- 
VATI sekarang masih m enuntut p e la ja ra n n y a  d i  L u a r  IT egeri ;

-  bahwa anak te r s e b u t sekarang  berum ur + 3 ( t i g a )  ta h u n  dan  
sudah masuk seko lah  " P lay  Group " ;

-  bahwa dalam pengangkatan anak t e r s e b u t  t i d a k  a d a  p a k s a a n  
b a ik  d a r i  Pemohon maupun d a r i  yang 91-2 nye rahkonnya. ;

I I .  S ak si I-iUIHKAIKAH OADARWATI»A. umur 29 ta h u n ,  p e k e r j a a n  A s is ­
te n  A p o te k e r , Agama I s la m ,  b e r ­
tem pat t i n g g a l  d i  J a l a n  S en jay a  
1 /101  B, Rt* 0 0 4 /0 4  K e lu ra h a n  
S e lo n g , K ecam atan  K eb ay o ran  
B a ru - J a k a r ta  S e l a t a n ,  o a k s i  ioan 
sebelum  m em berikan k e te ra n g a n n y  
t e l a h  d isum pah l e b i h  d a h u lu  me­

n u ru t k e p e rc a y a a n n y a  s e n d i r i ,  ’ 
a d a la h  s e b a g a i  b e r i k u t  :

-  bahwa s a k s i  t id a k  ada hubungan k e lu a rg a  den g an  Pemohon ;
-  bahwa s a k s i  b ek e rja  d i  ie ru sa h a a n  m i l ik  Pemohon y a i t u  d i

A potik " T r i liar c o Parma " ;
-  bahwa s a k s i  ta h u  k a la u  i a  dijr.di.kfui s a k s i  ed a lo .h  sehubungar

dengan permohonan yang d ia ju k a n  o le h  Pemohon u n tu k  mengang­
k a t seorang  anak ; J

-  bahvra. KBTlfO SAKDRAV’ATI menyerahkan anaknya  k e p a d a  Pemohon
karena s a a t  i n i  i a  m asih nornm tut p e la ja r a n n y a  d i  L u a r  IJc- 
g e r i  ; ;

-  bahwa a n ta ra  RBTNO SANDRA V/ATI dengan suam inya II. PRJ YA J) I  
sudah t id a k  ada kecocokkan l a g i  dan k a re n a  s u d a h  b e rp iB a h  
dan t id a k  t in g g a l  s a tu  runah  l a g i  s e ja k  2 (d u a )  ta h u n  j’iing  
l a l u  ;

-  bahwa penyerahan anak te r s e b u t  a t a s  p e r s e tu ju a n  k ed u a  o ran ; 
tu a  kandungnya yang menyerahkan kepada iem ohon d a n  t i d a k  
ada paksaan d a r i  kedua b e la h  p ih ak  ;

-  bahwa anak yang akan d ian g k a t y a i tu  liADlA ASTARI s e j a k  ke­
c i l  memang sudah t in g g a l  borsaraa dengan Pemohon ju g a  dengaj. 
ibu  kandungnya dalam s a tu  riunah ;

-  bahwa anak te r s e b u t  k i n i  t e l a h  berum ur 3 ( t i g a )  ta h u n »
4 (empat) bu lan  dan sudah se k o la h  d i  " P la y  G roup " y an g  
d ib ia y a i  o leh  Pemohon i

— bahwa anak * * • * • * • • • • • * • • • • » • •
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-  bahwa anak  yang akan d ian g k a t tidok d ilia d irk a n  d t  p e r  Bidang 
an  o le h  k a ren a  Pemohon t id a k  m engetahui k a la u  anak  t e r s e b u t  
h a ru s  dibawa ke P en g ad ilan  ;

-  bahwa s e l a i n  Pemohon akan mengangkat anak ju g a  Pemohon 
t e l a h  mempunyai anak kandung s e n d i r i  y a i tu  sebanj^ak 3 ( t i g a  
o ra n g  a n ta r a  l a i n  : 1 . RETNO SAI-JDHAV.’ATI ( ib u  kandung d a r i  
a n ak  yang akan d ia n g k a t o leh  Pemohon), 2 . I  R A W;A T I  
dan 3« LISTYAV.'ATI dan k e tig a n y a  masih b e rse k o la h  ;

-  bahwa ruaksud Pemohon mengangkat anak te r s e b u t  a g a r  anak  i t u  
h id u p n y a  s e ja h te r a  dan t id a k  t e r l a n t a r  ;

Menimbang, bahwa d a r i  s u r a t - s u r a t  b u k ti  dan k e te ra n g a n  
s a k o i - s a k s i  yang  i s i  dan maksudnya t e l a h  d ic a t a t  dalam  b e r i t a -  
a c a r a  p e rs id a n g a n  p u la  d idalam  rangka untuk m enyingkat K e te ta p a n  
i n i ,  t e l a h  d ian g g ap  dan te l a h  term asuk dalam K e.tetapan i n i  ;

t

Menimbang, bahwa ak h irn y a  Pemohon memohon s u a tu  K ete ta^c
;

(TENTANG PfiRTIKBAKGAH HUKUMITYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tu ju a n  pem ohonan Pemohon 
h sebagaim ana te r s e b u t  d ia ta s  ;

Menimbang, bahwa dalam  permohonan te r s e b u t  t e r l e b i h  dahu 
l u  d ip e rtim b a n g k a n  hukum mana yang d ipergunakan  ;

Menimbang, bahwa nenurut hukum adat d a ri tindakan peng­
angkatan  anak ataupun Adopoi ten tang  Jial te rseb u t adalah merupakan 
s u a tu  usaha pengambilan anak yang buk&n \;Cturunannya s e n d ir i  ;

Menimbang, bahwa b e rd a sa rk a n  permohonan d a r i  Pemohon 
t e r s e b u t  d i a t a s  dan m engingat k e te ran g a n  d a r i  Pemohon s e n d i r i  dan  
ju g a  k e te r a n g a n  d a r i  ib u  (o ran g  tu a )  anak  yang akan d ia n g k a t t e r ­
s e b u t ,  bahwa o ra n g  tu a  kandung d a r i  anak yang akan d ia n g k a t t e r ­
s e b u t  su d ah  + 2 (dua) tahun  i n i  t e l a h  b o rp isa h  y a i tu  t id a k  s a tu  
rum ah l a g i  k a re n a  d ia n ta r a  mereka se b a g a i suami i s t e r i  t id a k  ada 
k e ru k u n a n , k e b a h a g ia n , kecocokkan, kesepahaman l a g i  un tuk  membina 
rum ah ta n g g a  yang  b a h a g ia , te n tra ra  dan damai l a g i ,  maka p a ra  p ihak  
b a ik  Pemohon dan Termohon t e l a h  samaTsariva s e tu ju  dan m ufakat Ter­
mohon loenyerahkan anak i t u  kepada Pemohon demi k ese lam atan  dan 
k e s e j a h t e r a a n  anak  te r s e b u t  a g a r  t id a k  t e r l a n t a r  dikem udian l ia r i  ;

Menimbang, bahwa Termohon ( ib u  kandung anak yang akan

d ia n g k a t ............................................

i______
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d ian g k a t te r s e b u t)  t e l a h  m enuntut p e la ja r a n n y a  d i  A u s t r a l i a  
( lu a r  N egeri) h ingga sek aran g  dan m e n g in g a t p u la  su am i Termo­
hon (ayah kandung d a r i  anak  yang ak an  d ia n g k a t )  t i d a k  p e rn a h  
kem bali ke rumah dan m e lih a t ,  M em elihara l a g i  a n a k ' t e r s e b u t  dai 
su a a i Termohon (ayah kandung d a r i  a n a k  y a n g  a k a n  d ia n g k a t)  
te la h  t in g g a l  d i  rumahnya yang  l a i n  y a i t u  d l  J a l a n  K ram at J a y t 
Baru B .V l/178 Rt»006 Rvr.OlO K elu ra lian  J o h a r  B aru-C em paka P u tU  
J a k a r ta  P u sa t ;

Menimbang, bahwa dalam  h a l  i n i  Pemohon m e ra sa  b e r ­
tanggung jawab dan te l a h  menunjukkan k e sa n g g u p a n n y a  da lam  men* 
asuh  dan m emelihara s e r t a  h o n d id ik .a n a k  t e r s e b u t  b a i k  s e ja k  
anak i t u  d i la h irk a n  maupun h in g g a  sam p a i s a a t  i n i  d an  ju g a  mea 
perlakukannya s e c a ra  la y a k  s e p e r t i  p e m e lih a ra a n n y a  d a n  membori 
kan  kasihnya te rh ad ap  anak kandungnya s e n d i r i »  maka d en g an  d e ­
m ikian Pemohon ju g a  te l a h  menyanggupi d a n  b e r 3e d i a  to rh a d a p  
anak te r s e b u t  d i ja d ik a n  dan d ia n g k a t o l e h  Pemohon ju g a  s e b a g a l  
a h l iv a r i s  Pemohon t

i
Ifeniabang» bahwa Pemohon dengan  k e sa n g g u p a n n y a  dan 

Becara suka r e l a  mengangkat anak  t e r s e b u t  t e l a h  m e n y a d a r i akan  
a k ib a t  hukumnya k a ren a  p e n in g k a ta n  a t a s  d i r i  a n a k  t e r s e b u t  ;

Menimbang» bahwa keoanggux>an Pemohon untuk menyayang 
dan mencintai anak yang akan diangkat s e k a lig u s  m enjadi orang 
tuanya» Pemohon te la h  menyatakan didalara naskah se ra h  terima 
anak/pengangkatan anak antara Pemohon dan Termohon ter ta n g g a l  
27 Ifopember 198<'atas kesanggupannya te r se b u t (P-O) j

Menimbang» bahwa sehubungan dengan su r a t  persetu ju an  
ayah dari »nnV yang akan diangkat y a itu  ten ta n g  t e la h  menyetu­
ju i Adopsi anaknya bernama NADIA ASIARI o le h  k e lu a rg a  Ir* HADI 
KUSUMO AMIJOYO tertanggal 17 Daoejabor 1984 (P -9 ) » bahwa Pemo­
hon juga berjan ji tidak n kan nenyia-nyiakan ataupun ne n ter lo n ­
tarkan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa s e la in  d a r i i t u  kedua anak Pemohon 
bernama IRAWATI dan LISWAWATI sebagai anak-anak d a r i Pemohon 
te la h  menyatakan tidak keberatan b i la  Pemohon se b a g a i orang 
tua mereka mengangkat anak atau mengadopsi anak yang bernama 
KADIA ASTARI yang la h ir  d i  Jakarta pada ta n g g a l 24 September- 
1981 dari orang tua kandung M. PRIYADI dan RETHO SANDRAVATI

y a i t u
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y a i t u  dengan  s u r a t  p e rn y a ta a n  t e r t a n g g a l  27 liopem ber 1984 ( P -

Honimbar^;, balw a d isarap in g  i t u  b e rd a s a rk a n  k e n j-a ta a ; 
dan  h a t i  y a n g  lu h u r  s e c a r a  sungguh.-sungguiL "b ese rta  j a n j i  dengi 
k esan g g u p an  Pemohon dan k e te ran g a n jiy n  didepan  p e r s id a n g a n ,  ee* 
b a g a i  p a to k a n  m enyanggupi u n tu k  licraenuhi s e g a la  s e s u a tu n y a  
d en g an  k e p e n tin g a n  s i  anak  yang d in a g k a t t e r s e b u t  b a ik  s e c a r a  
l a h i r i y a h  maupun s e c a r a  b a th ln ia h  t e t a p  akan  m em perlakukannya 
a d a la h  sama s e b a g a i  m em perlakukan anak  k e tu ru n an n y a  s e n d i r i  d£ 
a ta u p u n  s e b a g a i  an ak  kandungnya s e n d i r i  ;

K en ijibang , bahva j a n j i  dan kesanggupannya u n tu k  iaerae 
l i h a r a  s e r t a  m en d id ik  anak  t e r s e b u t  dengan b a ik  s e p e r t i  l a y a k ­
n y a  m em e lih a ra  dan  m end id ik  anaknya s e n d i r i  dan bahkan  t i d a k  
a k a n  m e n te r la n ta rk a n n y a  te n ta n g  h id u p  s i  anak  t e r s e b u t  d ik e n u -  
d ia n  l i a r i ,  l i a l  t e r s e b u t  merupalran s u a tu  a la s a n  u n tu k  d a p a t d i ­
k a b u lk a n  perm ohonan Pemohon ;

M enimbang, bahva s e la n ju tn y a  b e rd a sa rk a n  k e te r a n g a n -  
k e te r a n g a n  Pemohon dan  Termohon s e r t a  s e g a la  s u r a t - s u r a t  b u le t i  
y a n g  d i la m p irk a n /d ik e  mukakan d id o p an  p e rs id a n g a n  s e r t a  k e to r a n  
a n  s a k s i - s a k s i  d id a la m  p e rlca ra  i n i  P e n g a d ila n  b e rp e n d a p a t :

— bahva Pemohon m engangkat anak  t e r s e b u t  a d a la h  d o a i  
p e ra e lih a ra a n  dan k e s e ja h te r a a n  s e r t a  m emberikan 
p e n d id ik a n  anak  i t u  s e n d i r i  dengan s e b a ik -b a ik n y a

b a h v a , Pcmchon sanggup m em elihara dan m endidiknya, 
dan  t i d a k  akan  d ibeda-beda lcannya  s e p e r t i  h a ln y a  
dengan  an ak  kandungnya s e n d i r i ,  dem ik ian  ju g a  d a lam  
h a l  3iak m e v a r is i  h a r t a  benda yang n a n t in y a  m ungkin 
d i t in g g a lk a n  Pemohon ;

M enimbang, bahva Pemohon dalam  h a l  i n i  nem punyai 
k e p e n t in g a n  yang  p a n ta s  u n tu k  m endapatkan s u a tu  E e te ta p a n  
P e n g a d ila n  N e g e ri m engenal apa yang  d lm in tak an n y a  dalam  p e r ­
mohonan t e r s e b u t  d i a t a s  i n i ,  l.nka' perm ohonan d a r i  Pemohon 
b e r d a s a r k a n  hukum d a p a t dilcabullcan se lu ru h n y a  ;

Memperhatikan pasril-pat.al^ d a r i  Undang-Undang dan 
p e ra tu ra n -p e ra tu ra n  l a in  yang berkenaan dengan h a l  serupa  i t u

M E M E T A P K A H
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M E N E T A P K A N  ;
• -  Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-  Menyatakan s e b a g i i  hukum baliva, R.M. HA Di KUSUKO Ai-rr.Tft 
dan R r. S OE LAS TRI DJOJO^UKARTO/NY. S JIADI KUSUKO AMIJO' 
a d a lah  ayah  dan ib u  an g k a t d a r i  an ak  p e rem p u an  y a n g  
bernama t KADIA AS TARI, l a h i r  d i  J a k a r t a  p a d a  ta n g g a l
24 Septem ber 1931, s e b a g a i anak  a n g k a t  d a r i  Piara Peraohc

-  Menetapkan Pemohon un tuk  membayar b ia y a  p e r k a r a  y a n g  
h ingga k i n i  d i t a k s i r  s e b e s a r  Rp. 1 3 .5 0 0 , -  ( t i g a b e la s ^ r i  
lim a r a tu s  ru p ia h )  ;

Dem ikianlah d ite ta p k a n  d i  J a k a r ta  p ad a  l i a r i  : S e n  i  n . 
tan g g a l 24 Desember 1984 dan pada l i a r i  i t u  ju g a  d iu c a p k a n  ..d i-  
rcufca umum o leh  Kami t SORTA EDWIN SIIlA?vTJU3f£AK. Slf. , Hakim 
P engad ilan  K egeri J a k a r ta  S e la ta n  dongan d i h a d i r i  o l e h  Pemohon 
dan Termohon dan anak yang akan d ia n g k a t t e r s e b u t  bernam a : 
KADIA ASIARI s e r t a  d ib a n tu  o le h  P a n i te r a  P e n g g a n t i  : MOCKAHAD 
SUKRI.-

PAMITURA PEJIGGAHTI, H A K I  M t e r s e b u t ,

( MOCKAHAD SUERI ) t t d

( SORTA E D\/IN SIKAKJ U NTAK. SH. )

Biaya-biaya

Rp. 75 
Rp. 2 .250  
Rp. 1 .000

^ / y  .
~nfexj¿ntuk turun-n  yar.g syah  
*“ yfcr.wc. i  do'Agun a s l i n y a  d i — 
“ I berikan lrenada dan a t a s

Iogea
Redaksi

J u n i  a h Rp. 3.325 pcr¡nintasn :
P __e _ __Q »

J a 1 :a r t a , A.O__ ..r__S__~ 19 •
°  • FA-:IS R A  3'jIA IA ,
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P U T U S A N
Nomor: 47/Pdt/G/2003/PNJak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata 

pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebadai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Ir. A. ALfM  FAUZI MA dan NY. SRf NURYATl. _(suami-isteri.L. bertempat tingal di Jakarta, Jl.

Tebet Raya No.9IA Rt.OOl Rw.UOI, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan 

Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PARA

PENGGUGAT; -------------------------------------------------------------------------

Me l a wa n  :---- —————.----- .— ---------  * “  * *

FLORETHA NOVAR.IAN1 W. dahuluberalamat di Jl. Anggrek No.I5 Rt.OOl Rw.05, Kelurahan

Pctukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan sekarang 

sudah tidak diketahui alamatnya lagi, yang selanjutnya disebutsebagai :

TERGUGAT ; ...... ................ - .......................... ...........................................

Pengadilan Negeri tersebut; ------------------- — — ------- — '

Setelah membaca surat-surat bukti yang berhubungan dengan berkas perkara . ---------------

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi-saksi; --------------------

THNTANO DUDUK PERKARA

M enimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal : 4 Pebruari 2003, yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jakarta Selatan dibawah Register Nomor : 

47/Pdt/G/20O3/PN.Jak.ScI., tanggal : 5 Pebruari 2003, telah mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut: ------------------------------------------ ----- ---------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Para penggugat suami isteri telah menikah pada tanggal 4 September 1972 di Jakarta,

dan dari pernikahan/perkawinan tersebuttidak dikaruniai seorang anakpun ; ....... ............. ..........

2. Bahwa karena tidak dikaruniai seorang anak/keturunan, maka pada tahun 1986, Para penggugat 

telah menerima untuk dipelihara dan diasuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri 

seorang anak perempuan lahir di Purwokerto 15 Nopember 1974 yang Paro penggugat terima

dari orang tua kandungnya yakni AUU HARVOTO dan KETNO YUIMKI dan kemudian diberi 

nama FLORETHA NOVAIUANI W ; ____________ ___ ____________________________

3. Bahwa menindak lanjuti penyerahan anak tersebut dar, orang tua kandungnya. Para penggugat

mengajukan permohonan pengangkatan anak secara sah melalui Pengadilan Negeri jakarta 

Selatan, tertodap hal tersebut Pengadilan Negeri jakarta Selaun, dengan Penetapannya 

tertanggal 3 Marer 1986 N o.l89,M t/P/!986/PN Jak.Sel.. telah mengabulkan pertnohonan Paro 

penggugatr dan menyatakan Tergugat sebagai anak angka,„yn Para Penggugat yang sah ■_____
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4. Bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Para Penggugat telah menerima dan mengasuh Tergugat
sebagaimana layaknya anak kandung sendiri tanpa reserve sejak Tergugat masih berusia 2 (dua) 
tahun hingga Tergugat dewasa dan selesai kuliah dan mendapat gelaran Soijana Arsitektur, 
bahkan sekarang Tergugat telah bekerja dan mampu membiayai hidupnya sendiri; — ........ .

5. Bahwa sangat di sayangkan, setelah dewasa dan mampu mandiri, perilaku Tergugat sangat tidak
terpuji dan senantiasa melawan serta membantah kehendak baik Para Penggugat selaku orang 
tua angkatnya yang sah, bahkan akan hal tersebut Tergugat dengan Para Penggugat seringkali 
terlibat pertengkaran dan perselisihan yang makin hari makin meruncing bahkan telah 
meretakkan hubungan cinta kasih dalam keluarga; ----------------------  , -------------—

*

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang lebih menjurus pada penghianatan anak angkat
kepada orang tuanya yang dilakukan Tergugat tersebut makin menjadi-jadi hingga akhirnya 
Tergugat meninggalkan rumah dan menyatakan memutuskan hubungan dengan Para penggugat 
yang dituangkannya dalam pernyataan yang ditanda tanganinya di atas kertas bermetarai cukup 
dan disaksikan oleh dua. orang saksi yang cakap; -----------  . . . .  ----- -----------------

7. Bahwa tidak ada upaya lagi yang dapat Para penggugat tempuh untuk menutup aib yang sangat
menyakitkan dan dengan terpaksa harus kehilangan anak angkat yang selama ini telah diasuh, 
dibina dan dididik serta menjadi curahan cinta kasih karena memang sudah tidak mungkin 
dipertahankan lagi, unti itu Para penggugat mengajukan pembatalan pengangkatan anak yang 
dulu pernah Para penggugat mohonkan; ------------------------------- - --------------

Berdasarkan kenyataan*kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana terurai di atas* mohon 
kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini bewrkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ------- —----- —--------

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat; --------------------------- ---------- — ----------
2. Menyatakan Putus hubungan Para penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak

angkatnya; ------------------- -— .... ..................................................—-----------------
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986

No.089/Pdt/P/1 —6/PNJak.SeL, tentang Pengangkatan FLORETHA NOVARIANI W sebagai 
anak angkat yang sah dari Ir. A. AUM FAUZI MA dan NY SRI NURYATI; -------------------

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum; ------------------------------------------------- —

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat 
datang tneaghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat sesuai relass panggilan tertanggal 7 Maret 
2003 tidak datang atau tidak mengirimkan wakilnya ke persidangan dan «¡suai berita acara 
pemanggilan menurut salah seorang yang tinggal dialamat tersebut menerangkan bahwa Tergugat 
sudah tidak tinggal dialamat tersebut ;------------------ ------— — ------ ------------------
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Menimbang, bahwa sesuai relass panggilan tertanggal 21 Maret 2003 melalui Kantor 
Walikota Jakarta Selatan Tergugat belum juga hadir atau mengirimkan wakilnya dipereidangan 
tanpa dosanya yang jelas; ---------- --------------------- ;_______________________

Menimbang, bahwa kemudian Gugatan Para Penggugat dibacakan dan Penggugat tetap
pada Gugatannya dan tidak ada perubahan serta mohon dilanjutkan perkara ini; ------------ ----

Menimbang, bahwa ftenggugai untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 
bukti-bukti tertulis yang mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai 
cukup antara lain: -----——----------......... —  ---------------------------------------- ------  ------- ------ --------—.......

1. P-l : Kartu Tanda Penduduk atas nama : FLORETHA NOVARIANl W, yang dikeluarkan

Kantor Kelurahan Petukangan Utara;    ........................... — *--------  " ’— **~
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama lr. A ALIM FAUZi MA, yang dikeluarkan Kantor

Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan; -------- ------------------------ ------- ----------
3. P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : NY. SRI NURYATI, yang dikeluarkan Kantor

Kelurahan Tebet Timur; —— ............................ -—--—------  ------  ------■1
4. P-4 : Surat pernyataan tertanggal: 3 Maret 2001, yang ditanda tangani oleh Tergugat; -------
5. Salinan resmi Ketetapan Perkara Perdata No. 089/Pdt/P/t 986/PN Jak.Sel.; — ----------------

Mcmmbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan saksi-
saksi dipersidangan: ---- —----—•— ...................... —........................ ......
1. Saksi: RENNY DWI ARS1YUL1AR, menerangkan----------------- -------------------------

- Bahwa saksi kena! dengan Pare Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan 
adalah kakak dari Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat pernah mengangkat seorang anak perempuan bernama Florctha 
Novariani W sejak umur 2 tahun dan telah diasuh seperti layaknya anak sendiri:

- Bahwa benar Tergugat sekarang sudah menikah dan pada saat menikah dengan caranya 
sendiri tanpa minta ijin dari orang tua angkatnya;

- Bahwa benar tergugat sekarang sudag tidak diketahui lagi alamatnya;
Bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan karena saksi termasuk salah 

seorang saksi yang ikut menda tangani sunty pernyataan tersebut;
- bahwa benar Tergugat telah meninggalkan kediamanya dan orang tua angkatnya sejak 

Cahun 2001;
2. Saksi: SUSETYO SADEWO, menerangkan--------------------------------------- ------------

- Bahwa saksi kena) dengan Para Penggugat yang adalah suami isten;
- Bahwa benar saksi adalah kakak ipar dari Tergugat:
- Bahwa bernar Tergugat adalah anak angkat dari Para Penggugat;

3

Tinjauan yuridis..., Melania Desfiana Artiani, FH UI, 2009



. Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat sering bertengjkar dimana Tergugat senng
meninggalkan rumah para penggugat;

- Bahwa 'benar Tergugat sekarang sudah menikah tanpa ijin dengan orang tua angkatnya dan

sekarang tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa benar Tergugat terakhir tinggal dengan saksi:
- bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat melapaskan 

status anak angkat dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pengugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon 

untuk putusan; --- --------------- ------------------ “

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini maka segala sesuatu 
yang tetjadi ttipersirianffin sudah termuat didalam berita acara persidangan ini dianggap telah 
termasuk pula didalam putusan ini; — — -------------------- —

TENTANG PERTIMBANGAN H UK UM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dimaksud sebagaimana telah dikemukakan diatas,

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan terhadap Tergugat dengan a asan 
bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana tergugat 
sebagai seorang anak yang telah diangkat oleh Para penggugat dan telah diasuh sejak berumur 2 
tahun hingga dewasa perilaku Tergugat sangat tidak terpuji dan sering melawan serta membantah 
kehendak Para penggugat sebagai orang tua. angkatnya ; ——————----- r

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan telah menyatakan 
memutuskan hubungan A»ngm pprp pengingat sesuai surat pernyataannya , menandakan bahwa 

hubungan antara. Para Penggugat sebagai orang tua angkatnya dengan Tergugat telah meretakkan 

hubungan cinta kasih antara orang tua dan anak dalam keluarga; ——------- -

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi yang sedemikian, wajar dan patutlah apabila 
Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergagal dengan alasan tersebut diatas:

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada uraian gugatan Penggugat dan dengan 
diikuti pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menguatkan gugatan Penggugat 
maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa benar telah teijadi ketidak harmonisan 
antara Para penggugat dengan Tergugat sebagai akibat sikap Tergugat ; — .....—•——----—
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M enim bang, bahwa dengan mengamati keadaan yang demikian, apabila dibiarkan teras 

sudah barang tentu yang terjadi hanyalah ketersiksaan lahir dan bathin Para Penggugat dengan sikap 

I ergugat sebagai anak  angkat yang seharusnya berterima kasih telah dididik dan dibesarkan oleh 

Para Penggugat m enjadi anak yang dewasa dan berpendidikan ; _____________________________

M enim bang, bahwa dari pada Para Penggugat dibiarkan terus dalam ketersiksaan lahir dan 

barhin, M ajelis H akim  berpendapat mer.yatakan putus hubungan Pam Penggugat dengan Tergugat 

sebagai orang tua dengan anak angkatnya ; ------------------------------------------------------------------------

M enim bang, bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2001, dengan suka rela 

tan p a  paksaan  siapapun telah membuat bsurat pernyataannya ;•------------------------------------------------

M enim bang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-p-ertimbangan tersebu^ majelis Hakim 

b e rp en d ap a t bahw a terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni memutuskan 

hubungan an tara Para PenggugaL sebag.-ti orang tua angka:, dengan Tergugat, sebagai anak angkat 

d engan  segala  akibat hukum nya ; ------------------------------------------------------------------------------------

M enim bang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara 

terseb u t, m aka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan 

d isebu tkan  pada am ar putusan dibawah mi ; ................ .................. .............. ........................... ................

M engingat pasal-pasal dan Undang-undang yang berhubungan dengan itu ............................

M  L  N  C  A  D  I L  I

1. M enyatakan  tergugat telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak h ad ir; ------------------------------

2. M engabulkan  Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; --------------------------------

3. M engabulkan  gugatan Para penggugat; --------------------------------- -------------- -----------------------

4. M enyatakan  putus hubung<in Pura Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua ».lengan anak

angkatnya ; -------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

5. M em batalkan  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986

No.0«S9/Pdi/P/19 Sfi/PN Jak Sel tentang Pengangkatan ILORHTHA NOVARIANf W sebagai 

anak  angkat yang sah dari lr., A. ALIM  FAUZl MA dan N Y. SRI NUR YATI . ...... ........... ........

6. M enghukum  T ergugat unl.uk m em bayar biaya, perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesai

Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah j , ....................... .............................. ........

D em ikian diputus dalam rajjat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

S e la tan  pada hari : KA M IS , tanggal 3 April 2003, oleh Kami : NY. Hj. SOL13A1T1 SESUNAN
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SH. , selaku Hakim Ketua Majelis, TUSAN1 DJAFRI SH dan MARSUP S.H., masing-masing 

sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum 
pada hari itu juga dengan dibantu oleh :DUGO PRAYOGO, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat 
tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. TUSANI DJAFRI SH. NY. Hj. SOLBAITI SESUNAN , SH.

2.MARSUP.S.H.
Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :
M a t e r a i
R e d a k s i
Administrasi
Panggilan _
J u ml a h

Rp. 6.000,- 
Rp. 3.000,- 
Rp. 50.000,- 
Rp. 120.000.- 
Rp. 179.000,-

D U G O  PRA YO GO.
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PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN

SALINAN RESMI 
KETETAPAN PERKARA PERDATA

No. Q O Q /?c l'i:/ > / 1   ̂ Tt..

Pemohon Tt» >F/:T. --t ' - •-< t -/t— L-'* j. •

Diberikan
kepada

Tanggal -L£U2

^ ^ ^ •j^ rtg g d ila n  Negeri Jakarta Selatan 

nitera Kepala.

k.

NIP. 040028810
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K E P U T U S A N  

No. 089/Pdt/P/l986/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETOHAHAM YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jak arta  S e la ta n , te la h  m enjatuhkan
Keputusan yang berikut dalam permohonan i

Ir. ABDUL ALIM FAUZI.

la h ir  d i Purwukerto, tanggal 1 J a n u a r i 1934» pek erjaan  
Badan Urusan L ogistik , J a k a r ta , a lam at J a la n  Mulawarnan 
93» Rt.001,Rw.004» Ke luruhan S elong , Ke ba Jroran B aru, -
Jakarta Selatan  yang se lan ju tn y a  d ise b u t s e b a g a i ---- —
P E M O H O N  ; -------------------------------------------

Pengadilan Negeri te rsebu t ;

Setelah membaca su ra t-su ra t perkara yang b ersan g k u tan  ;

Setelah mendengar Pemohon dan s a k s i-sa k s i ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalazi surat permohonannya -

te rtan g g a l 15 Bebruari 1906, te la h  mengajukan h a l - h a l  aebagai -
berikut t

-  bahwa Pemohon te la h  menikah dengan seorang perempuan bernama i 
SRI NUItYATI d i Jakarta  pada tanggal 4-9-1972 ;

-  bahwa dari Perkawinan te rse b u t, hingga 3 aa t i n i  belum d ik a ru -  
n ia  anak seorangpun ;

- bahwa berdasarkan Pemeriksaan Dokter, ternyata Pemohon tidak 

memungkinkan untuk melahirkan anak ;

- bahwa oleh karena itu Penolion sangat berkeinginan untuk meng­

angkat seorang anak guna melanjutkan keturunan Pemohon dikemu- 

dian hari ;

- bahwa untuk itu Pemohon telah mendapatkan 3eorang anak perem­

puan yang diberi nama i FLOitffiTHA HOVARIAiMI WIDIASTUTI, lahir 

di Purwokerto, pada tanggal 15 November 1974* sesuai Akte Ke­

lahiran No. 442/1979 tertanggal 19 Juli 1979* adalah anak —  

dari suami isteri s ABU MARYOilO, dan RETNO Y UT) AH I j

- bahwa untuk menjamin 3tatuo Hukum dan demi Kepentingan anak - 

tersebut diperlukan auatu Keputusan dari Pengadilan Negeri ;

- bnhwa
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- "bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyia-nyiakan anak tersebut 

dan akan memperlakukan sebagai anak kandung sendiri, demikian - 

pula terhadap Har’ia Warisan Pemohon kelak bahwa anak tersebut 

akan berhak atasnya j

- bahwa untuk mengangkat anak tersebut, Pemohon telah mendapat —  

izin dari kedua orang tuanya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon ¿Memohon kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudi kiranya —  

berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan 

diatas ;

2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang syah dari * 

FLORETHA NOVARIAMI WIDIASTUTI sesuai dengan hukum —  

yang berlaku ;

3. Biaya-biaya menurut hukum {

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan 

untuk Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelahnya surat per —  

mohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon telah menerangkan 

bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan .tersebut Bs-

- .HtA/T'»nohon telah pula menyerahkan surat-surat bukti, antara lain beru-
—-■ JlvN

f .
. iSurat Mikah dari Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru tertanggal—

J A - 9 - 1972 No. 17/660/1972 ;

«• Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kampung Melayu tertanggal 

27-1-1966 No. 40210 j

J. Surat Akte Kelahiran atas nama Floretha Novariani Widiastuti 

tertanggal 19-7-1979 ♦

4. Surat Pernyataan dari orang tua anak tersebut, tertanggal 5 “ 

Pebruari 1986 ;

5 . Surat Keterangan dari Kelurahan Selong tertanggal 8-2-1906 - 

No. 35/1.755.03/11/66 >

6 . Kartu Keluarga dari Kelurahan Selong No. 5000981 ;

7 . Kartu Keluarga dari Keluraham Petukangan Utara atas nama Abu - 

Haryono No. 503189 »

8. Daftar Perincian Gaji dari Badan Urusan logistik ;
9. K.T.P. atas nama Ir. Abdul Alim Pauzi ;

10. K «T «P* atas nama Sri Nuryati ;
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11, K.T*P. a ta s  nama Abu Haryoto ;
12. K.T.P. a ta s  nama Retno Yudari ;
13« Surat d a ri Keterangan Dokter ;

Menimbang, bahwa disamping s u ra t- s u r a t  b u k ti  t a d i ,  Pemohon 
te la h  mengajukan pula 2 (dua) orang s a k s i- s a k s i  yang t e l a h  memberi 
keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. M P H A M A D dan 2♦ SRI PURNAMI SOBKKTI ;

Selanjutnya mengutip h a l-h a l yang te r u s  b e rlan g su n g  dalam 
persidangan perkara in i ,  sebagaimana tercantum  didalam  B erita -A cara  
perkara in i  tid ak  akan diulang d is in i  ;

TEMTANG PERTIMBA NGAN HUKUMNYA t

Menimbang, bahwa maksud dan tu ju an  permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana te r te ra  a ia ta s  ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon 
te rseb u t Pengadilan akan leb ih  menekankan dan mem perhatikan kepen­
tingan  calon anak yang akan diangkat dan kemungkinan S a r i  depannya |

Menimbang, bahwa sak si 1, Pemohon yang bernama i MUHAMAD, 
pada pokoknya menerangkan, bahwa sak si dengan Pemohon k en a l o leh  
karena sebagai ade kandung, dan bahwa Pemohon san g at b a ik  m engurus- \I
anak angkatnya ; |

I
Menimbang, bahwa sak3i I I ,  Pemohon yang bernama : SRI PUR- j

- * _ SUBEKTI, pada pokoknya menerangkan, bahwa s a k s i  juga  ad a lah
• ‘Aj K^kak Ipar Pemohon dan tahu , bahwa Pemohon sangat b a ik  a ta s  pengu—

-1 rusannya dan perawatannya terhadap anak angkatnya j
U. 1’s . : |

' j 'h r  " / o  Menimbang, bahwa orang tu a  kandung te r s e b u t ,  t e l a h  r e l a  —
rA dan ic h la s , dan orang tua angkat juga b e rsed ia  mengurus dan mendi­

dik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I r .  Abdul Alim F a u z i, d a r i  se g i j
kesehatan so s ia l Pemohon , maka menurut pengakuannya Pemohon ad a lah  j
sehat-sehat dan tid ak  mengindap penyakit menular dan d a r i  p en g lih a— I
tan  Hakim pada persidangan ternyata  bahwa calon orang tu a  anak yang j
bernama i FWRETHA NOVARIANI WILIASTUTI, adalah t id a k  c a c a t ,  dem ik i- ‘
an pula menurut pengakuan Pemohon, bahwa mereka d a r i  s e g i  ekonomi — i

f
adalah kecukupan dan berpenghasilan yang te ta p  ;

Bahwa inenurut penghasilan te rseb u t maka Pemohon cukup b e r— 
penghasilan untuk mendidik dan merawat anak i tu  }

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 te r s e b u t  dan bukti2  i

t e r tu l i s  yang diajukan, maka te rb u k ti bahwa Pemohon te la h  cukup me- j
menuhi sy a ra t, baik moril maupun n a te r i l  untuk orang tu a  angkat da­
r i  anak yang bernama i P loretha Novariani W id ia s tu ti, yang la h i r  d i-  
Purwokerto, pada tanggal 15 November 1974 te rseb u t ;

Menimbang | ........... «*- \
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Menimbang, bahwa Pemohon te la h  b e rh a s il  membuktikan d a l i l  
dali2i$rya dan juga permohonan Pemohon berdasarkan Undang-Undang —  
o le h  karena mana permohonan te rse b u t harus dikabulkan ;

Memperhatikan p a sa l-p a sa l d a r i Undang-Undang yang b er­
sangkutan  ;

H E MH T 'J S K U  :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

-  Menetapkan anak perempuan bernama : FLORETHA NOYAEIANI — 
WIDIASTUTI. yang la h i r  pada tanggal 15 November 1974
d i Purwokerto, sebagai anak angkat d a r i  suami i s t e r i  :

I r .  ABDUL ALIM PAUZI dan SRI NURYATI ;

-  Membebankan b iaya  permohonan pada Pemohon yang hingga 
k in i  d i t a k s i r  sebesar Rp. 20»000,- ( dua puluh r ib u  ru­
p iah  ) ;

DEMIKIANLAH diputuskan d i Jak a rta  pada h a r i in i  : R A B U  
TANGGAL 5 M A R S T 193o. dan pada h a r i i tu  juga diucapkan d i— 
muka umum o leh  Kami » NY» REMI RETNOWAT1. SH, Hakim Pengadilan 
N egeri J a k a r ta  .Selatan  dengan d ih a d ir i oleh Pemohon dan dibantu 
o leh  P a n ite ra  Pengganti i A« C H 0 T I  B. -

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,

t t d .  t t d .

( A. C H 0 T I  B ).

Biava - biaya ;

1. Meterai ......... . Rp. 1.000,

2. Redaksi ........... Rp. 1.000,

3. L e g e s .......Rp. 1.000,

4. Panggilan dll.....Rp. 170001

J u m l a h  R p .20.000,

bia j)Q> SaUwan

l— R f  l' -

: R f i -

( NY. RENI RETNOWATI. SH )

Turunan s e s u a i  dengan a s l i n y a  
d ib e r ik a n  kepada dan  a ta s . - p e r  
m in tau n  : PEMOHON ;

JAKARTA.// MARaT 1986. 
PANITERA -  KEPA;

( MAHDI S0R0II1DA NASUTI0N> SH. ) 

NIP : 0 4 0 0 2 8 8 1 0 .-
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